PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEFARA

NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGS
DiNAS DAERAH KABUPATEN JEPARA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BESA

BUPATI JEFARA

bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintaban Daerah dan Peraturan

Pemerintah MNomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
Crganisasi Perangkat Daerah, periu ditelapkan Perrbentukan
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsl Dinas Daerah
Kabupaten Jepara dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Jepara,

1.

Undang-undang MNomor 13 Tahun 1830  tentang
Perrbentukan Deerah-daerah Kabupaten — Dalam

Lingkungan Propinsl Jawa Tengah |

Undang-undang MNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawalan ( Lermmbaran Negara Tahun 1974
Nomor 55 Tarbahan Lembaran MNegara MNomor 3041 )
sebagaimana telah dubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 { Lembaran Negara Tahun 1929
Nomor 169, Tarrbahan Lembaran Negara Nomor 3880 ) |

Undang-undang  MNomor 22 Tahun 1999  tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Megara Tahun 1999

MNomar 50, Tambahan Lemmbaran Negara Nomor 3839 ) ;

Undangundang MNomor 25 Tahun 1988 Tentang
Ferimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah ( Lerrbaran Megara Tahun 1999 Nomor 72,
Tarrbahan Lerbaran Negara MNomor 3848 ) |

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 fentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tarmbahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) |

Peraturan Pemerintah MNomor 84 Tahun 2000 tentang
FPedoman Organisasl Perangkat Daersh ( Lembaran
Megara Tahun 2000 Nomeor 166 ) |



7. Keputusan Merter! Dalemn Meger dan Otonomi Deersh
Normor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah .
Dengan Persetujuan
DEVWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA,
MEMUTUSKAN ;
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG

Dl
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Fasal 1

am Keputusan ini yang dimaksud dengan

Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara:

Bupati adalah Bupat! Jepara;

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;

Perangkat Daerah adalah OrganisasiLermbaga pada Pemerintah Daerah YN
bmmmqﬁmhmMﬁammmmmmmmaﬁMMmmmﬁmgmm
pemerintahan, yang terdii dardl Sekretariat Daerah, Diras Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daergh;
nmsmmmmmmmmmw
kewenangan Ctonarmi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi:

it Pelaksana Teknis Dinas yang selanjulmya disingkat UPTD adalah unsur
pelaksana teknis operasional Cinas Daerah,

BAE I
PEMBENTLIKAN DINAS DAERAH
Pasal 2

Dengan

e

R

=l

0.

Peraturan Daerah inf dibentuk Cinas Daerah yang terdid dar -

Dinas Perhubungan dan Pariwisata,

Dinas Ketwtanan dan Perkebunan,

Dinas Pertanian.

Dinas Kesehatan.

Diras Kependudukan dan Tenaga Kerja.

Dinas Pekerjaan Umum

Cinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (PKM).
Cinas Pendapatan Daerah,

Cinas Pendidikan dan

Cinas Kelautan dan Perikanan



BAE It

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS], TUGAS POKOK DAN FUNGS!
DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIVASATA

Baglan Pertara
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Fasal 3

(1) Dinas Perhubihgan dan Parfwisata adalah merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Daerah dipimpin deh seorang Kepala yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

(2) Dinas Perbubungan dan Pariwisata mempumyal tugas  melaksanakan
kewenangan conomi daerah dibidang Perhubungan dan Pariwisata

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Cinas

Perhubungan dan Pariwisata mempuryai fungsi

a. perumusan Kebijakan teknis dibidang perhubungan dan pariwisata |

b. perrbinaan Periinan dan pelaksanaan pelayanan dbidang pauh.h.nm clan
pariwisata |

¢, perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan obyek wisata,
sarana dan prasarana pariwisata dan perhubungan

d. pemvusunan, penelapan dan pengaturan jaringan fransportasi jalan dan
mgummmmmmmdmmmemmm

. pengeldaan parkir kendaraan dan penyelenggaraan terminal .

penerbitan surat ukur kapal diatas 20 m3 dan sertifikat kesempumaan kapal

nelayan SV 5/6 daerah perairan terbatas, pas tahunan kapal dan setifikat

keselamatan kapal barang serta penerbitan fjin keruk dan reklamasi yang ada o

wilayah laut 4 mil;

pelaksanaan pemantauan dan pengendalian keselamatan dbidang perbubungan;

h. pengujian kendaraan bermotor dan pelaksanaan evaluas! dbidang perhubungan;

pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknls Daerah dan Cabang Dinas dibidang

pariwisata dan perhubungan,

pengelciaan urusan ketatausahaan ;

penyelenggaraan kerjasama dibidang perhubungan dan pariwisata |

pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya |

penetapan standar muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang |

perifiran dan pengendalian kelebihan muatan ;

perifinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu ntas ;

periinan pengoperasian anglutan |

perilinan dan pengawasan pendirian sekolah mengemud ;

perijinan pembinaan dan pengawasan usaha perhatelan, rumah makan, bar dan

restoran ;

periinan pemrbinaan dan pengawasan usaha-usaha kepariwisataan oleh

masyarakat ;

I, pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan cleh Bupeti sesuai tugas dan
fungsinya ;
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Bagjan Kedua
Sustnan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Partwisata terdin dari

. Kepala .

Bagian Tata Usaha .

Sub Dinas Perhubungan Darat |
Sub Dinas Perhubungan Laut .
Sub Cinas Pariwisata .

Sub Bagian .

Seksi .

Unit Pelaksana Teknis Cinas .

Kelompok Jabatan Fungsional |

Bagian Tata Usaha dan Sub Oinas masing-masing dipimpin cleh seorang
Kepala yang berada dibawah bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;|

Sub Bagian dipimpin deh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian ;

Seksl-seksi masing-masing dipimpin oeh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggungjavwab kepada Kepala Sub Oinas |

Kelompok Jabatan Fungsional dpimpin cdeh secrang pemangku jabatan
fungsional senior yang ditunjuk deh Kepala Dinas ;

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran | yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
Bagian Ketiga
Kepala
Pasal 6

kKepala Dinas mempuyal tugas memimpin dan bertanggungjawab etas pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 dan Pasal 4

Bagian Keermpat
Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempuyal tugas melakukan urusan umum, kepegawaian dan
Kelangan .



Pasal 8

mmmwwmdmﬂmm? Bagian Tata

Usaha mempuyai fungsi

a. pelaksanaan uwrusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan urusan
rm'ﬁhtaaw

b. wm@mkﬁﬂaﬂfmmﬂawim;

c. pengeldaan barang dan perlengkapan kantor ;

. pengelciaan unusan kepegawalan dan 3

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan deh Kepala Cinas Perhubungan
dan Parfwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Pasal S
Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Sub Baglan Umum ;
b. Sub Bagan Kepegawsaian ;
c. Sub Bagian Keuangan ;
Pasal 10

Sub Bagian Umum mempunyal tugas mengurus surat menyurat, kearsipan, rumah
tangga, urusan perlengkapan, dan mermyusun program kerja serta laporan dinas .

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian

Linun mempuiiyai fungsi:

a. pelaksanaan urssan administras perkantoran |

b. pelaksamanu*mnpﬁmﬂ-mpmmapaawatan:

c. pelaksanaan urisan rumah tanagga |

d. peryusunan program Kerja dan laporan |

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha
sesual dengan tugas dan fungsinya .

Fasal 12

Sub Bagian Kepegawaian mempunyal tugas memapkan bahan peryusunan
rencana kebutuhan dan pengemrbangan Kepegawaian, mutasi pegawal,
kesejahteraan pegawal serta pengeldaan administras! kepegawaian .

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Fasal 12, Sub Bagian

Kepegawalan mempumyal fungsi

a. peiwiapan bahan peryusinan rencara kebububan pegawal ;

b, pengeloiaan administras kepagawalan |

c. peningkatan karer dan kualitas surmber daya manusia ;

d. pelaksanaan tugas-tugas lkain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha
sesual dengan tugas dan fungsinya .

Pasal 14
Sub Bagan Keuangan mempunval tugas merpiapkan bahan rencana anggaran

pendapatan dan belanja dinas, mengelda pembukuan, melakukan urusan
perhitungan anggaran, verifikasl, perbendaharaan serta administrasi keuangan .



Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian

Ka.ﬂr@nnﬂ'rpru‘alfmgsi
pemyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas |

h. pelaksanaan perhitungan anggaran |

c. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan verifikasi ;

d. pelaksanaan administrasi keuangan ,

. pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberikan deh Kepala Baglan Tata Usaha
sesual dengan tugas dan fungsinya .

Bagian Kelima
Sub Dinas Perhubungan Darat
Pasal 16

Sub Dinas Perbubungan Darat mempunyal tugas melaksanakan pengawasan dan
pengendallan penyelenggaraan manajeman dan rekayasa Lalu Lintas, angkutan |
sarana dan prasarana serta Kesslamatan bidang perbubungan darat .

Pasal 17

Untuk rmenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Cinas

F'E‘i‘ﬂ.bl.rlgan Darat mermpurtyal fungsi :
peryusunan rencana dan peryelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas ;

I:-. peryusunan rencana dan program pelayanan angkutan didalam daerah ;

C. peryusunan rencana sarana dan prasarana Perhubungan Derat didalam wilayah
daerah ;

d peryusunan rencana dan peryelenggaraan kegiatan keselamatan laju lintas dan
angkutan didalam wilayah daerah ,

e, perijinan dibidang angkutan darat ;

. pelaksanaan tugas-tugas lain vang dberikan deh Kepala Dinas Perhubungan
dan Pariwisata sesual dengan tugas dan fungsinya .

Pasal 18

Sub Dinas Perhubungan Darat terdinl darl

a. Seksl Lalu Lintas ;

b. Seksl Anghutan

c. Seksi Teknik , Kendaraan , Sarana dan Prasarana .

Fasal 19

Seksi Lalu Lintas mempuryal tugas melakukan pemiapan dan penetapan [aringan
transportasi jalan daerah, melakukan pengeldaan manajemen dan rekayasa lalu
lintas, penetapan kelas jalan, pemeriksaan dan pemvidikan kendaraan bermotor, dan

tertib pemanfaatan jalan serta penetapan larangan penggunaan jalan Kabupaten dan
perijinan pengaunaan jalan sslain untuk kKegiatan lalu lintas .

Fasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Lalu

Lirtas mempunyai fungsi :

a. pemyiapan dan penetapan jaringan tremsportasi jelan, jaringan lintas serta
penetapan kelas jalan



b. pemeriksaan dan peryidikan serta perijinan kendaraan bermotor ;

penetapan larangan penggunaan jalan Kabupaten dan periinan penggunaan
jalan selain untuk kegiatan lalintas, perijinan, pelayanan dan pengendalian
keleblhan rmuatan, serta tertio pemanfaatan jalan ;

pengaturan perparkiran ;

perizinan pengangikutan bahan dan atau barang berbahaya ;

pengelclaan fasiiitas jalan ;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan oeh Kepala Sub Dinas
Perhubungan Darat sesuai dengan tugas dan fungsinya |

Pasal 21

L)
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Seksi Anglutan mempunyai tugas untuk melaksanakan wrusan perifinan, pelayvanan
dan pengendalian kelebihan muatan, manajemen dan rekayasa angkutan, perijinan
angkutan urmum dan penetapan tarip angiutan

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi angkutan

mempunyal fungsi

a. penyusunan jaringan transportasi jalan serta jaringan trayek |

b. perijinan angkutan urmum dan penetapan tarip angkutan ;

c. penetapan standart batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan
barang didalam Daerah |

d. perencanaan dan pengelolaan terminal barang / tesminal angkutan ;

e. perla@inan, pelayanan dan pengendallan kelebihan muatan;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas Angiutan Darat
sesuai tugas dan fungsirnya .

Pasal 23

Seksl Teknlk Kendaraan, Sarana dan Prasarana mempunyal tugas melakukan
permantauan dan analisis unjuk Kkerja operasional sarana dan  prasarana
pertnbungan  darat dan  pengawasan leknis penyelenggaraan prasarana
perbubungan darat serta penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat
pengawasan dan alat pengarmanan lalulintas d wilayah Daerah _

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaeksud dalam Pasal 23, Seksi Teknik
Kendaraan, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi

a. pemanrtauan dan analisis unjuk kerja operasional sarana dan prasarana

perhutangan darat

b, pengawasan teknis penyelenggaraan sarana prasarana perbubungan darat ;

c. perpiapan dan penctapan lokasl permasangan dan  pemeliharaan  alat
pengawasan dan alat pengamanan laldintas jalan ;

bimbingan keselamatan, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lntas dan

program penangguiangan Kecelakaan lalu intas |

pengelciaan uji berkala kendaraan bermotor |

perijinan analisa dampak lalu lintas terhadap pembangunan fasilitas unum ;
perijinan pendirian perusahaan bengkel umum ;

pelaksanaan tugas lain yang dberikan oeh Kepala Sub Dinas Perhubungan
Carat sesuai dengan tugas dan fungsimya .
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Baglan Keenam
Sub Dinas Perhubungan Laut
Pasal 25

Sub Dinas Perhubungan Laut mempunyal tugas melaksanakan pengendalian dan
pengawasan, kegiatan angkutan laut, kepelabuhan, dan pemuniang keselamatan
pelavaran .

Pasal 26

Untuk renyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Sub Cinas
Fﬂm laut mempunyai fungsi :
pﬁ’g&lﬁm dan pengawasan kegiatan operasional angikutan laut diwllayah

wmmwwammdmmm
pengendalian dan pengawasan kegiatan perunjang keselamatan pelayaran ;
pelaksanaan tugas lain vang dberikan oeh Kepala Dinas Perhubungan dan
Pariwisata sesual dengan tugas dan fungsirya .

Pasal 27

ano

Sub Dinas Perhubungan Laut terdin dari :
a. Seksi Operasional Penyebrangan;
b. Seksi Kepetabuban ;

c. Seksi Lalu Lintas Angiautan Laut .

Pasal 26

Scksi Operasional Penyebrangan mempunyal tugas melakukan pelayanan jasa
penyebrangan, urusan lalu lintas dan angkutan, pemelharaan dan perawatan serta
keamanan dan ketertiban dalam daerah lingkungan kerja .

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi

me'&ain'al Peryvebrandgan mempuyai fungsi
a. pelaksanaan wrusan lalu lintas dan penyebrangan serta kegiatan pelayanan jasa
kepelabuhan di pelabuhan peryebrangan:

b. pemeliharaan bangunan, dermaga, peralatan pelabuhan, kapal serta
pemelinaraan dan perawatan kolam pelabuhan penyebrangan;

c. pelaksanaan wusan keamanan dan ketertiban pelabuhan dalam daerah
iw kerja pelabuhan pemyebrangan serta bantuan Search and Rescue
(SAR),

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan deh Kepala Sub Dinas Perhubungan Laut
sesual dengan tugas dan fungsiiya,

Pasal 20

Seksl Kepelabuhan mempunyal tugas malaksanakan pelayanan jasa, kegiatan tekmik
pefabuhan, malaksanakan pungutan jasa berdasarkan tarif jasa kepelabuhan |
penllikan kelancaran kegiatan angkulan laut serta permmbinaan terhadap tenaga
kerja bongkar rmuat | perusahaan bongkar muat dan ekepedisi muatan kapal laut.,



FPasal 21

Untik melaksanakan tugas sebagaimana dmaksud dalam Pasal 30, Seks

Kammm menmpunyal fungsi .

. penlilken kelancaran lalu lintas berjadwal tetap dan teratur (liner) dan tidak
berjadwal tetap dan tldak teratur (tramper);

b. peniikan kelancaran kegiatan bongkar muat barang, hewan dan turun naik
(embarkasi/debarkasi) penurmpang di pelabuhan;

c. peniikan kegiatan operasional dan perrbinaan tenaga kerja bongkar mual,
perusahaan bongkar muat dan ekspedisi muatan kapal laut serta pelaksanaan
pengawsasan tarf,

d. pengawasan kesslamatan dbidang pembangunan fasiitas dan  peralatan
pelabuhan serta kinerja operasional pelabuhan,

e. pelaksanaan tugas lain yang dberikan oleh Kepala sub DOinas Periubungan Laut
sesual dengan tugas dan fungsimya.

Pasal 32

Selsi Lalu Lintas Anglogtan Laut mempumyal tugas pemberian ijin usaha perusahaan
pelayaran dan surat ijin usaha perusahaan pelayaran rakyat serta ijin perusahaan
penunjang angkutan laut lintas Kabupaten dan penetapan besaran tarif angkutan laut
penumpang kelas ekonomi.

Pasal 33

Untuk melakukan tugas sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 32, Seksl Lalu Lintas
m‘ga.mmu mempunyai fungsi :
3. penerbitan f§jin usaha perusahaan pelayaran (SIUPF) dan Surat ljin Usaha
Rakyat (SIUPER) seria Surat ljin Perusahaan Penunjang  Angkutan
Laut (EMKL, PBM, TALLY, DEFO Peti Kemas) lintas Kabupaten.
b. penetapan besaran tarif angkutan laut penumpang ketas ekonom dalam wilayah
daerah
pengusulan trayek angkutan laut perintis.
pelaksanaan tugas-fugas lain yang dberkan oleh Kepala Sub Dinas
Perhubundgan laut sesual dengan tugas dan fungsitya.

Bacgan Ketujuh
b Dinas Pariwisata

ap

Pasal 34

Sub Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan upaya pengembangan,
permbangunan, pengelolaan dan pemeliharaan serta pengawasan sarana prasarana
dan industri serta promosl pariwisata yang ada di Daerah.

Pasal 35

Untuk nﬁyﬁler'ggariitantugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Dinas

Pariwisata mempuityal funasl

a. pengembangan dan peurba:g.rm kepariwisataan;

k. pengeldaan doyek wisata, tempat rekreasi dan sarana olah raga,

c. pemelharaan dan pembinaan sarana dan prasarana wisata serta kerjasama
kepariwisataan;

d. pelaksanaan promosi, perifinan dan pengawasan dibldang pariwisata;

@. pelaksanaan perijinan dan pengawasan usaha dibidang pariwisata;

T melak=anaan kariacans kenariwisataan:



g

10

pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan deh Kepala Dinas Perhubungan
dan Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fasal 36

Sub Dinas Pariwisata terdini dari

a.
b,
C.

Seks Obwek dan Daya Tarik Wisata
Seksi Sarana Pariwisata
Seksi Promosi.

Pasal 37

Seksi Obyek dan Daya Tark Wisata mempunyal tugas melaksanakan permbinaan,
pengembangan, pemefharaan dan  pemantauan | obyek | wisata | serla
mengembandgkan daya tark wisata.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi
Dh}ﬁkdanﬂaynT&ﬂkWsata rmernpuryal fungsi

. pembinaan dan pengembangan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan
hibburan U

perilinan dibidang pengusahaan obyek wisata, atraksi wisata, dan rekreasi serta
hilauran urmun,

pemantauan kegiatan obyek wisata, atraksi wisata, dan rekreasl serta hiburan
UL,

evaluasi kegiatan obyell wisata, atraksi wisata, dan rekreasl serta hiburan umum
peryusunan bahan  laporan  pelaksanaan pembinaan, pengembangan,
pemantauan dan evaluasi kegiatan,

pelaksanaan tugas lain yang dberikan deh Kepala Sub Dinas Pariwisata sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 39

Seksl Sarana  Pariwisata mempunyal tugas meleksanakan  perrbinaan  dan
pengembangan sarana serta industri dan pelaku pariwisataa,

Pasal 40

Untuk memyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Seksi
Sarana Panwisata mempunyai

a.
b.

c.

d.

fungsi :
permbinaan dan pengermbangan sarana dan tenaga kerja pariwisata;
perfinan dibidang usaha perhotelan, restoran, rumeh makan, bar dan lain-lain
usaha yang sejenis;
pemantauan dan evaluasl kegiatan permmbinaan dan pengerrbangan sarana dan
tenaga kerja pariwisata; _
pemusunan bahan laporan  pelaksanaan pembinaan, pengm‘bangran
pemantauan dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan sarana pariwisata;
pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan deh Kepala Sub Dinas Pariwisata
sesiUal dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 41

Seksi Promosi mempunyal tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan
pernasaran produksi wisata melalul berbagai media serta melaksanakan kerjasama

pariwisata
Pasal 42

Unfuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi

Promosi mermpunyal fungsi

a. permbinaan dan pengembangan pemasaran serta penyuluhan wisata;

b. pemantauan dan evaluasi kegiatan pemasaran dan peryuluhan wisata;

c. pemyusunan  bahan laporan  pelaksanaan pembinaan,  pengembangan,
pemantauan dan evaluasi kegiatan;

d. pelaksanaan kerjasama kepariwisataan;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan Kepala Sub Dinas Pariwisata

sesual tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 43

Uit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dan Pariwisata, terdiri dari :

a. Tenminal Kawasan Jepara Ltara, dengan wilayah kerja
kecamatan Keling, Kermbang, Bangsri, Mionggo dan Jepara.

b. Terminal Kawasan Jepara Selatan, dengan wilayah kerja :
Kecarmatan Welahan, Mayong, Pecangaan, Tahunan, Batealit, Kedung dan
MNalumsari serta Kalimpanmatan

Pasal 44

(1) Unit Pelaksana Teknis Oinas dipimpin deh seorang Kepala yang berada d
bawah dan bertangoungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Unit Pelaksana Teknis Cinas mempumail tugas melaksanakan tugas-tugas teknis
operasional dinas dibidang wusan keamanan, ketertban dan pengelolaan
terminal.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Unit
Pelaksana Teknis Dinas mempunyal fungsi :
a. pengeldaan terminal,
b. penertiban terminal;
c. Pemelharaan terminal;

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan deh Kepala Dinas Perhubungan
dan Parmvisata sesuai tugas dan fungsimya.
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BABHT WV

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 45

{1)Dnas  Kehutanan dan  Perkebunan adalash merupakan unsr Pelaksam
Femerintah Daerah dpimpin cleh seorang Kepala yang berada d bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalul Sekretaris Daerah;

{2) Dinas Kehutanan dan perkebunan mempumyal fugas melaksamekan kewerangan
atonomi daerah dibidang kehutanan dan perkebunan,

Pasal 45

Lntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimeksud dalam Fasal 45 Dinas

Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibldang ketwtanan dan dan perkebunan;

b. pernbinaan terhadap cabang Dinas dalam lingkup kehutanan dan perkebunan;

c. pengaturan retabilitasi laban dan konservasl tanah;

d. pembinaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan dbidang kehutanan  dan
perkebunan;

2. perlindungan hutan dan tanaman perkebunan;

. pengerrbangan usaha kehwtanan;

g. perencanaan dan pengembangan produlesi perketiunan;

h. pengembangan usaha tani perkebunan;

i, pefifinan usaha pemanfaatan kawasan hutan;

| perijiran bidang kefwtanan dan perkebunan;

k. pelaksanaan kefjasama dibidang kehutanan dan perkebunan;

.  pengaturan hutan rakyat dan hutan milik;

m penyelenggaraan dan pengendalian mutu, pemasaran hasil hutan  dan
perkebunan;

N pemyuluhan kehutanan dan perkebunan;

o. pengaturan dan pengeldaan perlebahan, sarang burung walet dan persuteraan
alarm;

p. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberkan Bupati sesual tugas dan fungsimnya.

Baglan Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 47

{1} Susunan Organisasi Dinas Kehutaran dan Perkebunan terdin darl
a. kKepala;
b. Bagian Tata Usaha;
c. Sub Dinas Kehutanan dan Konservasl Tanah;
d Sub Dinas Perkebunan;
e. Sub Bagian
f. Seksi
g. kKelompok Jabatan Fungsional;
h, Cabang Dinas.
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(2) Baglan Tata Usaha dan Sub Dinas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
yargbaradadbmvahdmb&ta:mxﬁmhkapadaﬁpahﬂms.

{3) Sub &g@dpd%dﬁmmk&pﬂa&b%@mmb&adad%ﬁn
jawab kepada Kepala Bagian |

(4) Seksi-seltsi masing-masing dipimpin cleh seorang Kepala Seksi yang berada
dbawahdanhaﬂmmjambkmchﬁqﬂa&bﬁms.

(5} Kedompaok [abatan fungsional dipimpin ofeh seorang permangku jabatan fungsional
senlor yang ditunjuk cleh Kepala Dinas

(6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana

dnukmﬂdﬁamayﬁ{nta-caﬂwpndamnﬂ‘mllmnmmmnbagantak
terpizahkan darl Peraturan Daerah Iri

Bagian Ketiga
Kepala
Pasal 48

Kepala Dinas mempuyai tugas memimpin dan bertanggungiawab atas pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Cinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46

Bagian Keempat
Bagian Tata Usaha
Pasal 49

Bagian Tata Usaha mempumyai tugas melakukan wusan umum, kepegawaian dan
Keuangan

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimeksud dalam Pasal 48, Baglan
Tata Usaha mempunyal fungsi -

4. pelaksanaan unusan surat meryurat, kearsipan, perjalanan dinas dan urusan
rumah tangga ;

PeryusUnan program kerja, monitoring evaluasi serta peryusunan laporan
pengelolaan barang dan perlengkapan kantor

pengelclaan urusan kepegawaian ;

pengelciaan urusan keuangan |

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan sesual tugas dan fungsinya .

Pasal 51

of W

Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum ;

k. Sub Bagian Kepegawaian
¢. Sub Bagan Keuangan
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Pasal 52

Sub Bagan Umum mempunyai tugas melaksanakan wusan swurat  memyurat,
kearsipan, rumah tangga serta wusan perlengkapan dan perjalanan dinas seria
FNEryUsUN program kerja dan laporan dinas |

Pasal 53

Untuk metaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Sub Bagan

Urmum menmpuryai fungsi

a. pelaksanaan urusan administrasi perkantoran ;

b. pelaksanaan urusan perlengkapan serta perawatan ;

c. pefaksanaan urusan rumah tangga |

d. peryusunan program kerja, monitoring evaluasi serta peryusunan laporan ;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan Kepala Baglan Tata Usaha sesual
tugas dan fungsinya .

Pasal 54

Sub Bagian Kepegawaian mempunyal tugas memyiapkan bahan  peryusunan
rencana  kebutuhan dan  pengembangan kepegawaian, mutasi  pegawal,
kesejahteraan pegawal serta mengelola administrasi kepegawaian .

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Sub Baglan
Kepegawaian mempunyal fungsd |

a. pemiapan bahan peryusunan rencana kebutuhan pegawai |

b. pengelclaan administrasi kepegawaian |

¢. peningkatan karier dan kualitas Surrber Daya Manusia |

d. pelaksanan tugas-tugas lain yang dberikan Kepala Bagian Tata Ussha sesual

tugas dan fungsima .
Pasal 56

Sub Baglan Keuangan mempunyal tugas memyiapkan bahan rencama anggaran
pendapatan dan belanja Dinas, mengeldla pembukuan, melakukan wusan
perhitungan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, serta administrasi keuangan .

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Sub Bagian

Keuangan mempuryai fungs :

8. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas ;

b. pelaksanan perhitungan anggaran ;

¢. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan verifikasi ;

d. pelaksanaan administrasi keuangan ;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan Kepala Bagian Tata Usaha sesual
tugas dan fungsinya .
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Bagian Kelima
Sub ODinas Kehutanan dan Konservasi Tanah

Fasal 58

Sub Dinas Kehutanan dan Korservasi Tanah mempunyal tugas memyusun kebijakan
tekmis dan operasional dibidang kehutanan dan konservasi tanah serfa pembinan
perfijinan dan pelayanan dbidang kehutanan dan konservasi tanah .

Fasal 59

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Sub Dinas
kKehutanan dan Konsenvas! Tanah rmermpunyal fungsi :

a. pembinaan umum dan pembinaan tekmis d bidang kehwtanan dan konservasi
tanah ,

penﬂmannpa'aﬂmdmﬂvgkauarmdanmataﬂh:

petgaturan rehabilitas Iahan dan konsenvasi tanah

perindungan hutan ;

pengembangan usaha kehutanan |

periiinan bidang kehutanan |

pelaksanaan kerjasarma bldang kehutanan |

pengendalian mutu dan pemasaran hasil hutan ;

pengaturan dan pengelolaan perlebahan, sarang burung dan persutraan alam ;
permuluhan kehutanan dan konservasi tanah |

pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan Kepala Dinas sesual tugas dan
fungsinya

FTTSQ a0l

Pasal 60

Sub Dinas Kehutanan dan Konservasi Tanah terdin dari
a. Seksl Rehabilitas! Lahan dan Konservasl Tanah ;

b. Seks Perlindungan Hutan ;

c. Seksi Pengermbangan Usaha Kehutanan .

Fasal 61

Seksl Rehabilitasi Lahan dan Konsenvasi Tanah mempunval tugas melakukan
pengelclaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabiitasi, reldamasi, pemuiban,
pengawasan dan pengendallan kawasan hutan lingkup Kabupaten

Fasal 62

Untuk memyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Seksi

Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah mempurmyal fungsi

a. pelaksanaan penghijauan dan konservasi tanah dan air ;

b. penanganan reklamasi lahan bekas p;enambangan ;

¢. pengawasan dan pengendalian kawasan hutan ;

d. pernyuluhan kebutanan dan konservas! tanah ;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Cinas Kehutanan dan
Konservasi Tanah sesual tugas dan fungsinys

Pasal 63

Seksi Perlindungan Hutan mempuryal tugas menyelenggarakan, menangguland,
mengalah, pembentukan dan pengaturan kawasan suska alam, kawasan pelestarian
alam taman buru, penataan kawasan hutan dan penghijauan wilayah pantai .
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Pasal 64

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Seksi

Perfindungan Hutan mempunyal fungsi :

a. pernyelenggaraan dan  pemelinaraan kewasan suska alam dan  Kawasan
pelestarian alam ;

b. peryusunan perwilayahan dan desain kawasan kehutanan |

c. pelaksanaan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan
pengendalian hama tanaman kehutanan ;

d. pengelolaan hutan lindung dan pengaturan perburuan tradisional satwa fiar yang
tickak diindungi pada areal buru ;

e pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas Kehutanan dan
Konservasi Tanah sesuai tugas dan fungsinys .

I.l-\..-
Tlae A

Seksi Pengermbangan Usaha Kehutanan mempunyai tugas penyelenggaraan usaha
prociuksi, pengdahan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan
termasuk permbeniban, pupuk dan pestisida .

Pasal 66

Pengermbangan Usaha Kehutanan mempunyal fungsi -

a. perrhinaan produksi, pengolahan chn penoentlinn medu hasi wsaba

b. pelaksanaan usaha peningkatan permasaran dan peredaran hasil hutan |

c. pengaturan bidang persutraan alam dan pelebahan seria sarang burungd |

d. pengendalian mutu dan peredaran pupuk serta pestisida |

e. penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu .

f. pengeldlaan hasil hutan non kayu serta pengembangan pengeiclaan hutan

rakyat,;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas Kehutanan dan
Konservasi Tanah sesuai tugas dan fungsinya

Bagian Keenam
Sub Dinas Perkebunan
Pasal 67

Sub Dinas Perkeburan mempuyai tugas melakukan perencanaan dan pembinaan
umum  telmis  dibidang  perkebunan, fasiitasi  peningkatan produksi | dan
pengembanagan usaha perkebunan serta melaksanakan upaya periindungan
tanaman perkebunan .

Pasal 68

Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Sub Oinas
Perkebunan mempunyal fungst

. pembinaan umum teknis di bidang perkebunan ;

pembinaan perkebunan rakyat ;

fasilitasi peringkatan produksi dan pengermbangan usaha perkebunan ;
pemyduban dan promosl bidang perkebunan

perlindungan tanaman perkebunan ;

fasilitas! pengalahan dan permasaran hasil |

perrbinaan manajenen usaha tani |

bi1]

R NN E
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h. perijinan bidang perkebunan :
| pelaksanaan tugas-tugas lain vang di berkan Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan sesuai tugas dan fungsinya .

Pasal 69
Sub Oinas Perkebunan terdin dari ;
a. Seksi Produksi :
b. Seksi Pengembangan Usaha Tanl :
c. Seksl Perindungan Tanaman .
Pasal 70

MWWthnﬁaﬁmﬂmeM%M&
Perkebunan dibidang permbinaan peningkatan produksi perkebunan .

Fasal ¥1

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Seksl

Froduksi mempunyal fungsi :

- fasiftas! penyelenggaraan produksi tanaman perkebunan

pengendalian mutu dan peredaran pupuk tanaman perkebunan |

pengeldaan, pemanfaatan, pemeliharan dan pengendalian kawasan perkebunan:
penyuiuhan dan pembinaan perkebunan rakyat:

pembinaan, birbingan dan pengawasan dalam bidang teknik perkebunan;
pelestarian, sUmber daya alam yang berbubungan dengan usaha perkebunan;
pelaksanaan tugas-tugas lain yang d berikan Kepala Sub Dinas Perkebunan
sesuai tugas dan fungsinya .

S - N

Pasal 72

Seksi Pengemrbangan Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan perencanaan
dan pembinaan pengembangan tanaman, potensi lahan, diversifikasi, intensifikasi,
rehabilitasl dan periuaser/peremejaan tanaman perkebunan, serta bimbingan dan
pengawasan pemanfaatan usahademiaga tani dan agrobisnis.

Pasal 73

Untuk menysienggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Seksi

Fmgamargan Usaha Tani mempunyai fungsi |
perencanaan dan pembinaan pengembangan tanaman dan potensi lahan ;

b. pembinaan usaha dan lembaga tani pﬂ'icﬂl:u‘mn

c. fasiitasi pengolahan, pengendalian mutu hasil pengdahan, pemasaran dan
peredaran hasil perkebunan ;

d. pembinaan dmpengawasmmchms

e, pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan Kepala Sub Dinas Perkebunan
sesual tugas dan fungsinya .

Pasal 74

Seks Perindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan
permbinaan  penggunaan bahan perlindungan tanaman, pengawasan organisme
pengganggu tanaman, birbingan dalam pengendalian organisme  pengganggu
tanaman serta menguli pestisida dan residu pestisida .
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Pasal 75

Uniukk menyelengoarakan tugas sebagaimena dimaksud dalam Pasal 74, Seksi

Perfindungan Tanaman mermpuryai fungsi |

a. perencanaan dan pembinaan penggunean, penyaluran bahan  perlindungan
tanarman ;

b. peramalan, pengawasan dan pengendallan crganisme penggangau tanaman |

c. pengendalian penggunaan pestisida, pengujian pestisida dan resicu pestisida
yang terkandung dalarn tanaman, tanah dan air ;

d. poisksanmaan tugastugas lein yang diberikan Kepala Sub DCimas Perkeburan
sesuai tugas dan fungsinya .

Ragian Ketujuh
Cabang Dinas
Pasal 76

(1) Cabang Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdapat d 3 (tiga)
wilayah yaitu :
a. Bangsr, meliputi Kecamatan Mongge, Bangsr, Kembang dan Keling .
b. Tahunan, melipti Kecamatan Jepara, Kedung, Batealt, Tahunan dan
Karimunjawa .
c. Pecangaan, melipui Kecamatan Pecangaan, Kalinyamatan, Mayong,
Malumsari dan Welahan .

(2) Cabang Dinas dipimpin deh secrang Kepala yang berada dibawsh dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

(3) Cabeng Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas  Kehutanan dan
Perkebunan d wilayahrya masing-rasing .

Fasal 77
Lntuk melaksanakan tugas sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 76 ayat (3) Cabang
Cinas mempunyal fungsi ©
a. Pelayanan urmum dibldangmya;
b. Pelaksanaan teknis di bidangya;
c. Pelaksanaan tugas-fugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan sesual tugas dan fungsinya.
BEaBdy V

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS], TUGAS POKOK DAN FUNGS!
DINAS PERTANIAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 78
Dinas Pertanian adalah merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah d bidang

pertanian d pimpin cleh seorang Kepala yang berada d bawah dan bertangoung
jawab kepada Bupati melalul Sekretaris Daerah.
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Fasal 79

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah
di bidang pertanian dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

Pasal 80

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Dinas

Pertanian mempumyal fungsi

a. perumusan kebjjakan umum dan teknis operasional di bidang pertanian;

b. pelaksanaan perrbinaan ummum dan teknis di bidang pertanian;

C. pelaksanaan pemberian ijin dan permbinaan usaha di bidang pertanian;

d. peryelenggaraan kegiatan pemyuluhan di bidang pertanian;

e. pelaksanaan peningkatan produksl dan ketahanan pangan;

f. pelaksanaan pengkajian penerapan tekhnologi anjuran dan intensifikasl pertanian
i tingkat usaha tani;

g pengelolaan Lnit Pelaksana Teknis Dinas dan perrbinaan Cabang Dinas;

h. pelaksaraan tata usaha dinas;

| pelaksanaan peryuluhan di bidang pertanian;

|- peridnan bidang pertanian;

k. pelaksanaan tugas-tugas lain dari Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisas!
Pasal 81

{1) Susunan organisasi Dinas Pertanian terdiri dari -
a. Kepala;
b. Wakil Kepala,
c. Bagian Tata Usaha;
d. Sub Dinas Tanaman Pangan;
e. Sub Dirag Peternakan;
f. Sub Eagm;
a. Seksi
h Cabang Cinas;
. Unit Pelaksamna Teknis Cinas:
j

Kelompok Jabatan Fungstonal.

{2) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas masing-masing dipimpin oleh secrang Kepala
yand berada dibawah bertangguncgjawab kepada Kepala Dinas.

(3) =ub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Baglan yang berada dibawsh dan
bertangaungjiawab kepada Kepala Bagian .

(4) Seksi-seksi masing-masing dipimpin oeh seorang Kepala Seksi yvang berada
dibawah dan bertangoungjawab kepada Kepala Sub Dinas

(9) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pemangky  jabatan
fungsional senior yang ditunjulk cleh Kepala Dinas .

(6) Bagan Susunan Orgenisasl Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat

{1) tercantum pada Larmpiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahian
dan Peraturan Daerah ini. e
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Bagan Ketiga

Kepala
Pasal 82

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan bertangaundiawab atas pelaksanaan
tugas dan fungsi Dinas Pertanian sebagaimana dmaksud dalam Pasal 79 dan 80.

Bagian Keermrpat
Wakil Kepala
Pasal 83

Wakll Kepala mempuyai tugas membantu Kepale Diras dalam melaksanekan
kewenanganmya sesual dengan pelimpahan tugas yang diterimarya.

Pasal B4

Untuk memvelenggarakan tugas sebagaimana dmaksud dalam Pasal 83, ekl

Kepala mempumyai fungsi |

a. koordinasi pelaksanaan tugas unit kerja sesuai dengan kewenangan yang
dilimpabkan kepadanya;

b. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Kepala Dinas Pertanian sesual

tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima
Bagian Tata Usaha
Pasal 85

Bagien Tata Usaha merupakan unswr pembantu Kepala Dinas dalam  bidang
pelayaran administratif.

Fasal 85

Bagian Tata Usaha mempunyal tugas melaksanakan kegiatan wusan umum,
kepegawalan dan keuandgah,

Fasal 87

Untuk menyelenggarakan tugas sebageimara dimaksud dalam Pasal 86, Baglan Tata

Usaha mermpuryal fungsi

a. perumusan dan peryusunan program kerja,

b. pelaksanaan keglatan kelatausahaan, perjalanan dinas, perfengkapan dan
pemelinaraan;

c. pengeldaan administrasl kepegawalan dan Keuancan,

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan ceh Kepala Dimas Pertanian sesual
tucas dan fungsinva.
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Pasal 88

Bagian Tata Usaha terdirl dari ;
a. Sub Bagian Unmum;

b. Sub Bagian Kepegawsiar,
c. Sub Bagian Keuangan,

Pasal 89

Sub Bagian Umum mempuiyal tugas melaksanakan keglatan surat merwyurat,
perjalanan dinas, perlengkapan dan pemeliharaan.

Fasal 20

Untuk meryelenggaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Sub Baglan

Lirnum mermpunyal fungsi

a. pemyusunan program dan laporan dinas;

b. pelaksanaan urusan surat memyurat, kearsipan dan perjalanan dinas;

c. pengelciaan perlengikapan dan pemefiharaan;

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberlkan ceh Kepala Bagian Tata Usaha
sesual tugas dan fungsinya.

Fasal 91
Sub Bagien Kepegawalan mempunyel tugas melaksanakan urusan pengelolaan

administrasi kepegawaian, mutasi pegawai, kesejahteraan pegawai dan peningkatan
kualitas surmber daya mmanusia.

Pasal 92
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Sub
Eagan Kepegawalan mempunyal fungsi |

a. penyvelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian;

t:l. pengeldlaan wusan kepegawaian, mutasl pegawal, kesejahieraan dan
peningiatan kualitas pegawal;

¢c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan deh Kepela Bagian Tata Usaha
sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 93

Sub Baglan Keuangan mempuyal tugas melaksanakan pengeldaan keuangan,
memyiapkan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, penghitungan
anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.

Pasal 94

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimeksud dalam Pasal 93, Sub
Bagian Keuangan mempuryai fungsi

. pemusUnan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas;

perhitungan anggaran dan pelaksanaan pembukuan;

pelaksanaan urusan perbendaharaan dan verifikasi;

pelaksanaan administrasl keuangan;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha
sesuai tugas dan fungsinya.

Pan o
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Bagian Keenam
Sub Dinas Tanaman Pangan
Pasal 95

Sub DOinas Tanaman Pangan mempunysi tugas melaksanakan dan menfasiitasi

permmbinaan peningkatan produksi, rehabilitasi, perindungan tanaman, pemberdayaan

l'?;'tmlll:l.l?ma pengcizhan dan pemasaran hasil komoditas tanaman pangan dan
Lra,

Pasal 86

Urtuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Sub Dinas
Tanaman Pangan mempuryal fungsi

a. perencansan dan envaluasi program peningkatan produksi komoditas tanarman
pangan dan hortikutura,

peryelenggaraan intensifikasi pertanian;

pelaksanaan usaha-usaha peningkatan procuksi;

permbinaan dan bimbingan surmber sumber daya manusla pertanian;
peryelenggaraan aspek ketahanan pangan;

pelaksanaan rehabllitasl, perindungan tanaman dan pemberdayaan lahan;
pengenalan tekhnolog tepat guna,

bimbingan dan pengendalian pembibitan dan penanggulangan hama;

pengembangan produksi dan sarana produksi;

bimbingan dan permaduhan;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberlkan oeh Kepala Dinas Pertanian sesual
tugas dan fungsirya.

OO FQopLan o

Pasal 97

Sub Oinas Tamnaman Pangan terdinl darl

8. Seksi Produksl Tanaman Pangan,

b, Seks Produks Hortikuitura;

c. Seksi Rehahilitasi, Perlindungan tanaman dan Permberdayaan laharn;
d. Seksl Pengdahan dan Pemasaran.

Pasal B8

Seksl Produksi Tanarman Pangan mempumyal tugas melaksanakan usahs-usaba
peningkatan produksl, ketahanan pangan, [ntensifikesi pertanian dan  birmbingan
saraha produksi di bidang tanaman pangan.

Pasal 99

Lintuk menvelenggarakan tugas sebagaimana dimeksud dalam Pasal 98, Seksi

Froduksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi |

a. perencanaan program peningkatan produksi tanaman pangan;

b. pelaksanaan kegiatan intensifikas! pertanian tanaman pangan,

C. permbinaan dan birmbingan penggunaan sarana produks;

d. pembinaan dan bimbingan pembibitan dan penanaman;

e, penyelenggaraan aspek ketahanan pangan;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yvang dberikan deh Kepala Sub Dinas Tanaman
Pangan sesuaj tugas dan fungsinya.
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Fasal 100

Seksi  FProduksi  Hortikutura mempuyai  tugas  melaksanakan  usaha-usaha
peningkatan procduksi, ketahanan pangan, intensifikasi pertanian dan bimbingan
sarana produksi di bidang hortikuitura,

Pasal 101

Lntuk melaksanakan tugas sebagaimana dmaksud dalam Pasal 100, Seksl Produksi

Hortikultura mermpunyai fungs

4. perencanaan program peningkatan produksi hortilodtura;

b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi pertanian hortlkuitura;

c. pembinaan dan bimbingan pengogunaan sarana produksi;

d permbinaan dan bimbingan pemblbitan dan penaraman;

e. pelaksanaan tugastugas lain yang diberlkan deh Kepala Sub Dinas Tanaman
Fangan sesuai tugas dan fungsinya.

Fasal 102

Seksi Rehabiltasi, Perlindungan Tanaman dan Pemberdayaan Lahan mempuryal
tugas melaksamakan pembinaan rehabiitasi, bimbingan perlindungan  tanaman
pangan dan hortikuitura serta pemberdayaan lahan,

Pasal 103

Lntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 | Seksi

Rehabilitasi, Perlindungan Tanaman dan Pemberdayaan Lahan ﬂ'larrp.mam.ngsl

a. perencanaan, penefapan tata ruang, pemberian fjin usaha penggunaan tanah
pelaksanaan dan perumusan investigas!.

b. pembinaan dan birbingan prakiraan serta pengkaijlan ikiim dan tata guva air;

. pembinaan dan prakiraan serangan Organ Penggangu Tanaman (OPT);

d. bimbingan dan pengawasan pengadaan, pemyimpanan, peredaran dan
pemanfaatan pestisida serta sarana  perlindungan tanarmen pangen  dan
hortikuttura;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan cleh Kepala Sub DOinas Tanarman
Pangan sesuai tugas dan fungsimyva.

Pasal 104

Seksl Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
bimbingan pengclahan dan permasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 105

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Seksi
Pengalahan dan Permmasaran mempunyai fungsi

. perencanaan dan pelaksanaan bimbingan penerapan tatalaksana hasil usaha tani:
birmbingan pasca panen;

pengenalan tekhnologi tepat guna pengolahan hasil tanaman pangan dan
hortikultura;

fasifitasi kerjasama pemasaran hasil tanarman pangan dan hortikuttura;
pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan Kepala Sub Dinas Tanaman Pangan
sasual tugas dan fungsinya,

N
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Baglan Ketujuh
Sub Dinas Peternakan
Pasal 106

Sub Dinas Petemakan mempuyai tugas menvelenggarakan dan menfasilitasi
perrbinaan peningkatan produksi, manajemen usaha tani, kesehatan, penyebaran
dan pengembangan peternakan,

Pasal 107

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Sub
I:Inas Peternakan menmpuryai fungs ;

. perencanaan dan evaluasi prograrm peningkatan produksi komoditas temak;
pelaksanaan useha-usaha peningkatan produksi;

perrbinaan dan bimbingan tehadap peternak;

penyelenggaraan aspek ketahanan pangan;

perizinan usaha dan permbinaan manajemen usaha tanl peternak;

fasiitas dan permbinaan kesehatan hewan temak;

fasilitasi dan pembinaan pengembangan serta peryebaran hewan ternak;
binbingan dan peryuluhan petermakan;

pelaksanaan tugas-tugas lain yvang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian sesuai
tugas dan fungsinya.

TFE AP APDTD

Pasal 108

Sub Dinas Petemakan terdin dan
a. Seksi Produksi;
b, Seksl Usaha Tani dan Pengolahan Hasil,

c. Seksl Kesehatan, Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
Pasal 109

Seksl Produksi mempunyal tugas melaksanakan usaha-usaha peningkatan produksi

ternak, ketahanan pangan, birbingan dan pemyuluhan, pengadaan bibit hewan
termak.

Fasal 110

Lk memyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Seksi
F'r-:aci.lﬁ mempurtyal fungs |
a. bimbingan teknik reproduksi dengan menyusun kebutuhan semen dan mudigah,
mengadakan dan meryalurkan semen dan mudgah, membantu  Inseminas
buatan dan alih mudigah;
h. pelaksamaan bimbingan perbibitan ternak dengan bibit pedesaan,
perrantauan nutu termak bt
himbingan registrasi temak dan pengulan populasi dasar termak serta kinera
termak-termak bibit;
bimbingan pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan termak;
himbingan pengkajian dan penerapan tekhnclogi di bidang petemakan;
pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan deh Kepala Sub Dinas Peternakan
sesual tugas dan fungsimnya.

ap
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Pasal 111

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Temak mempunyai tugas pembinaan dan
bimbingan manajemen usaha tani dan pengclahan hasil peternakan, perijinan can
pengawasan usaha peternakan.

Fasal 112

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimeksud dalam Pasal 111, Seksi

Lha!‘raTarichnF'erguial‘ﬂn Hasll Termak mempuryal fungsi
a. pelayanan usaha petemakan dengan melakukan pelayanan usaha tanl ternak;

h. pemantauan sumber daya petemnakan, invertarisasi dan permantauan peiedaan
lahan, ketenagaan dan permodalan usaha temak serta pelaksanaan birmbingan
ljin usaha dibidang petermakan ;

¢, bimbingan pengolaban hasll petemakan, dan pengawasan pengolahan hasil
ternak ;

d. HWWMWMWH. dan penyallan data
pernasaran hewan serta penampungan terneak |

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas Peternakan
sesual tugas dan fungsinya .

Pasal 113

Seksi Kesehatan, Penyebaran dan Pengembangan Temak mempunyai fugas
melaksanakan bimbingan dan pelayanan kesehatan hewan ternak, sanitasi

lingkungan usaha peternakan, redistribusi dan pengerrbangan ternak .
Fasal 114

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimeksud delam Pasal 113, Seksi

Kesehatan, Penyebaran dan Pengembangan Ternak mempurryal fungsd :

& peleksanaan dan bimbingan pengamatan, peryelidkan / penefitian, epidemclog
dan pembuatan peta peryakit;

b. pelaksanaan dan bimbingan pencegahan dan perrberantasan peryakit hewan
termak;

c. pelaksanaan dan bimbingan pelayanan kesehatan hewan dan memantau
peredaran serta penggunaan obat hewan;

d pelaksanaan dan birbingan pengawasan kesehatan masyarakat wveteriner,
higienis dan sanitasi lingkungan usaha petemakan, pelayanan rumah potong
hewan / rumah potong unggas serta  pemantauan  perfindungan  den
kesejahteraan hewan;

e. pelaksanaan dan bimbingan identifikas! lahan penyebaran dan pengembangan
petermakan;

f. pelaksanaan dan bimbingan pemyiapan Ickasi dan |ahan di daerah penyebaran
serta pengembangan peterakan,

g pelaksanaan dan bimbingan penataan ternak, pengelolaan administrasl gaduan
dan bagi hasil temak;

h. pelaksanaan dan birbingan wusan redistribusi termak, pengumpuan, seleksi,
peryebaran kembali temak bibit,

I. pelaksaraan tugas-tugas lain yang di berlkan oleh Kepala Sub Cinas Petermakan
sesual tugas dan fungsinya.



Bagian Kedelapan
Cabang Dinas
Pasal 115

{1) Cabang Dinas pada Dinas Pertanian terdapat d 3 (tiga) wilayah yaitu |
a. Bangsrl mefiputi Kecamatan Monggo, Bangs, Kembang dan Keling,
b. Tahuwan melipui Kecamatan Jepara, Kedung, Batealit, Tahunan dan
d,

Karimunjaw
c. Pecangaan meliputi Kecamatan Pecangaan, Kalinyamatan, Mayong,

[ﬂmnmdmmndﬂlmmmlammmumwﬂﬁdan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

(3) Cabang Diras melaksanakan sebagian tugas Dinas d wilayahrya masing
rrasing.
Pazal 116
Uriuk melaksanakan tugas sebagaimena dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3)
Cabang Dinas mempunyai fungsi |
a. pelayanan umum di bidangnya;

b. pelaksanaan teknis d bidangnya;
¢c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan oleh Kepala Dinas Pertanian sesual

tugas dan fungsinya.

Pasal 117

(1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah d bidang
Kesehatan dalam rangka pelaksanaan Desentralisas).

iﬁﬁmﬁmﬂmmdﬁmndﬁmwammdwm
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretans Deerah.

Pasal 118

Ciras Kesshatan mempuval tugas menyelenggarakan kegiatan ctonomi daerah d
bidang kesshatan.
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Pasal 118

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimeksud dalam Pasal 118, Dinas

Kesehatan mempunyal fungsi :
. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan,
perrberian ijin pelayanan kesehatan;
dan pengendalian d bidang pencegahan perwyakit, peryehatan
lingkungan dan pelayanan kesehatan masyarakat;
penyelenggaraan sistern kesehatan;
penyelenggaraan upaya pencegahan pertyakit,
penyelenggaraan penyehatan lingkungan,
pelayanan keschatan masyarakat;
permyelenggaraan standar pelayanan minimal di bidang kesehatan;
pengadazan dan pengelclaan obxat esensial;
pembinaan terhadap UPTD;
pengeldaan urusan ketatausahaarn;
pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan oleh Bupati sesual tugas dan
fungsinya.

0 oW
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Baglan Kedua
Susunan Organisas
Pasal 120
{1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdirl dari ;
. Kepala;
Wakil Kepala;
Bagian Tata Usaha,

Sub Dinas Pencegaban Pernyakit dan Pemyebatan Lingkungan;
Sub Dinas Pelayanan Kesshatan Masyarakat;

Sub Bagjian;

o]

Uit Pelaksana Telnis Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional.

{2) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas masing-masing dipimpin deh secrang Kepala
vang berada dibawah bertanggungiawab kepada Kepala Cinas .

{3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Baglan yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian .

{4) Seksi-seksi masing-masing dipimpin oeh seorang Kepala Seksl vang berada
dibawah dan bertantgoungawab kepada Kepala Sub Dinas |

{5) Kelompok  Jabatan Fungsional dipinpin cleh secrang pemangku jabatan
fungsional senior yang ditunjuk cleh Kepala Dinas .

{G) Bagan susunan organisasi Dines Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat

{1) tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

—TE e AN T
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Bagian Ketiga

Kepala
Pasal 121

Kepala Dinas mempuyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanasan
fugas dan fungsi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dan
Pasal 11%.

Bagian Keermpat
Wakil Kepala
Pasal 122

Wakil Kepala Dinas mermpuryal tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas
sesuai dengan kevwenangan yang dilmpahkan kepadanya.

Pasal 123

Lintuk mernyelenggarakan tugas sebagaimana d meksud dalam Pasal 122, Wakil

Kepala Dinas mempunyai fungsi

a. koordinasl pelaksanaan tugas unit kerja sesuai dengan kewenangan yang
diimpahkan kepadarya;

b. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberlkan deh Kepala Dinas Kesehatan sesual
tugas dan fungsinya.

Bagan kFelima
Baglan Tata Usaha

Fasal 124

Bagian Tata Usaha mempunyal tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian,
dan keuangan.

Pasal 125

Untuk menyelenggarakan tugas sebagalmana d meksud dalam Pasal 124, Bagian
Tata Usaha mempumyal fungst

a. pelaksanaan perumusan program kerja, laporan dinas;

b. pelaksanaan wusan surat-memyurat, perjalanan dinas dan kerurmahtanggaan;

c. pengelclaan administrasi kepegawaian dan keuangan;

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberlkan ceh Kepala Dinas Kesehatan sesuai

tugas dan fungsinys.
Pasal 126

Bagian Tata Usaha terdirl darl |
a. Sub Bagian Unmum

b. Sub Bagian Kepegawaian;
¢. Sub Baglan Keuangan;
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Pasal 127

Sub Baglan Umum mempuryal tugas melaksanakan uwrusan surat-memyurat,
pefjalanan dinas, kerumahtanggaan dan penyusunan program serta laporan.

Pasal 128

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Sub

Bagian Uimum menmpunyai fungsi

a. pelaksaraan urusan surat-memyurat dan kearsipan;

b. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan dinas;

c. penyelenggaraan urusan perfalanan dnas;

d. pengeidaan urusan kerumahtangagaan,

€. pelaksanaan tugastugas lain yang dberikan cdeh Kepala Bagian Tata Usaha
sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 129

Sub Baglan Kepegawaian mempumvai tugas melaksanakan urusan dan administrasi
kepegawalan, mutasi pegawai, diklat pegawai, gaji dan kesejahteraan pegawal.

Fasal 120

Untiuk memyelenggarakan tugas sebagaimana dmaksud dalam Pasal 129, Sub

Eagan Kepegawalan mempunyal fungsi ;
. perumusan rencana pengemibbandan pedawal;

E:n pehgeldaan administrasi kepegawalan;

c, pengurusan tentang muiasi pegawai, gaji dan kesejahteraan pegawai;

d. pergurusan pendidikan dan katihan pegawai;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha
sesuaj tugas dan fungsirya,

Pasal 131

Sub Baglan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi
keuangan

Pasal 132

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimena dmaksud dalam Pasal 131, Sub
Bagian Keuangan mempuryal fungs |

a. penyusunan anggaran dan pendapatan Diras |

b. pengeldaan keuangan ;

c. pelaksanaan administrasi keuangan ;

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan deh Kepala Baglan Tata Usaha

sesual tugas dan fungs.
Bagian Keenam
Sub Dinas Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Pasal 133

Sub Dinas Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Linglangan memmpunyval tugas
memnyiapkan rencana peryelenggaraan  keglatan pencegaban  perwakit  dan
penyehatan ngkungan serta membina pemberdayaan masyarskat melalul promosi
kesehatan.
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Fasal 134

Uniuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Sub Dinas

Pencegahan Penyakit dan Peryvehatan Lingkungan mermpunyai fungsi

a. pefyusunan petunjuk teknis dibidangrva

b. perencar@an pencegahan peryakdt ;

c. pemvehatan lingkungan ;

d. penyelenggaraan promosi kesehatan ;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan ceh Kepala Dinas Kesehatan sesus
tucias dan fimgsinya.

Pasal 135

anmﬁspmwmpammmnmﬂmanuwnmdﬁdﬂn -
8. Seksl Pengarmatan dan Pencegahan Peryakit ;

b. Seksl Penyehatan Lingkungan |

c. Seksi Promosi Kesehatan.

Pasal 136

Seksi Pengamatan dan Pencegahan Pemyakit mempunyal tugas menyelenggarakan
pengumTpulan data peryakit, menganalisis, menentukan afternatif penangguiancan
serta melakukan tindakan pencegahannmya.

Pasal 137

Uniuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Seksi

Pengamatan dan Pencegahan Pervakit mempunyai fungsi :

4. permyusunan rencana kegiatan |

b. pengamatan peryakit

c. pelaksanaan pencehan perryakit ;

d. pembinaan dan monitoring serta evaluasi kegiatan pengammatan penyakit dan
pencegahan peryakit ;

e. pelaksanaan tugas-tugas fain yang diberikan deh Kepala Sub Dinas Pencegahan
Feryakil dan Penyelatan Lingkungan sesuai tugas dan fungsinya,

Fasal 138

Seksi Peryvenaian Lingkungan mermpunyal lugas menyelenggarakan keglatan dan
ERnaan penyehatan lingkungan.

F'ésal 139

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Seksi

Feryehatan Lingkungan rmesrmpunyai fungst

a. permyusunan rencara kegiatan penyehatan lingkungan |

b. pelaksanaan kegiatan penyvehatan lingkungan ;

C. pembinaan monitoring serta evaluasi kegiatan peryehatan lingkungan |

d. pelaksanasn tugas-tugas lain yang diberikan cleh Kepala Sub Diras Pencegahan
Peryakit dan Peryehatan Lingkungan sesuai tugas dan fungsinya.

Fasal 140

Seksi Promosl Kesehatan mempunyai tugas menvelenggarakan Upaya pemberdayaan
masyarakat untuk mermellbara, meningkatkan dan melindungl kesehatarmya termasuk
Jarminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).
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Pasal 141

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Seksl

Promesi Kesehatan mempunyal fungsl ©

a. paiwusunan rencana Kegistan promos] kesehatan |

b. pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan meliputi permyuluban  kesehatan,
menggerakkan masvarakat dengan azas kemitraan ;

c. perrbinaan meonttoring serta evaluas kegiatan promosi kesehatan |

d. pelaksanaan tugas-tugas lain vang dberikan cdeh Kepala Sub Dines Pencegahan
Petwyakit dan Penyehatan Lingkungan sesual tugas dan fungsinya.

Baglan Ketujuh

Sub Oinas Pelayanan Keschatan Masyarakat
Pasal 142

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Masyarakat mempunyal tugas memdapkan

rencana pembinaan dan  penyelenggarsan  kegiatan pelayanan  kesehatan
masyarakat.

Pasal 143

Untuk menyelenggarakan tugas sebageimana dimaksud dalam Pasal 142, Sub

Dinas Pelayanan Kesehatan Masyarakat mempunyal fungsi

a. pervusunan petunjuk teknis dibidangnva ;

b. perencanaan pelayanan kesehatan masyarakat ;

c. petmyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat ;

d. pengadaan, pengendalian dan pengawasan obat dan alat kesehatan ;

€. pengamanan makanan dan minuman |

f. perignan dan akreditasi tenaga dan sarana pelayanan kesehatan;

g pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan oeh Kepala Dinas Kesehatan
sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 144

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Masyarakat terdin dan .
a. Seksi Sarana Kesshatan |
b, Sesksl Famasi Makanan dan Minurman

c. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gid.
Pasal 145

Seksi Sarana Kesehatan mempuryal tugas menyelenggarakan perrbinaan tenaga
dan sarana kesehatan meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Urmum / Khusus dan

sarana kesehatan lainmya.
Pasal 146

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dmaksud dalam Pasal 145, Seksi
Sarana Kesehatan mempumyail fungsi -
a. peryusunan rencana pembingan tenaga, sarana kesehatan |
b. pelaksanaan pembinaan sarana dan tenaga kesehatan mellputi ©
- Puskesmas |
- RSU Pemerintah / Swasta ;
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- Rumah Sakit Khusus ;
- Laboratirium Kesehatan !
- Sarana Kesehatan lainnya (termasuk apotek, toko obat | dan lain-ain):
c. akreditasl dan perizinan sarana dan tenaga kesehatan ;
d. perflalan dan pengawasan sarana dan tenaga kesehatan ;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberlkan oleh Kepala Sub Dinas Pelayanan
Kesehatan Masyarakat sesual tugas dan fungsinya,

Pasal 147

Seksl Farmasi, Makanan dan Minuman mempunyal tugas menyelenggarakan
pembinaan kefarmasian serta kesehatan makanan dan minuman.

Pasal 148

Untuk  menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Seksi

Farmasi Makanan dan Minuman mempunyai fungsi -

a. pemyusunan rencana pembinaan dibldang kefarmasian serta kesehatan makanan
cian minuman ;

b. peiaksanaan pm-himan kefarmasian serta kesehatan makanan dan minuman;

C. peniaian perrbinaan kegiatan kefarmasian dan kesehatan makanan dan
minuman ;

d pengadaan cbat-obatan dan alat kesehatan ;

e pelaksanaan tugastugas lain yang dberkan oleh Kepala Sub Dinas

Pelayananan Kesehatan Masyarakat sesual tugas dan fungsina,
Pasal 148

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gzl mempunyal tugas menyelenggarakan kesehatan
dan pembinaan keluarga meliputl kesehatan Ibu dan anak, upaya perbalkan giz
masyarakat dan kesehatan keluarga termasuk KB,

Fasal 150

Lituk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Seks

kesehatan Keluarga dan Gid mempunyai fungsi :

3. pewyusunan rencana kegiatan kesehatan keluarga dan gid masyarakat;

b. pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;

C. perbinaan, monitoring serta evaluas! keglatan kesehatan keluarga dan g
rmasyarakat;

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan deh Kepala Sub Dinas Pefayanan
Kesehatan Masyarakal sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Uit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 151
{1) Lnit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan meliputi -
a. RSURA. Kartini;
b. Gudang Farmasl di Jepara;
c. Puskesmas-puskesrmas yang terdr dari ;

1. Puskesrmas Karimurjawa;
2. Puskesmas Keding |;
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9. Puskesmas Jepara;

10. Puskesmas Batealit;
11. Puskesmas Tahunan;
12, Puskesmas Kedung |:
13. Puskesmas Kedung 1
14. Puskesmas Pecangaan;
135. Puskesmas kallimamatan:
16. Puskesmas Welahan (;
17. Puskesmas Welaban 11!
18. Puskesmas Mayong I
19, Puskesmas Mayong 11,
20. Puskesmas Nalumsari.

{2) Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan tugas teknis operasional Dinas di

bidang masing-masing, dipimpln deh seorang Kepala yang berada d bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

(3) Unfuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  dalam ayat {2), LUhit
Pelaksana Teknis Dinas mempunyal fungsi

a. Pelayanan urrum;

b. Pengelclaan Unit Pelaksana Telris masing-rmasing;

C. Pelaksanaan tugas-tugas lain vang dberikan deh Kepala Dinas Kesehatan
sesuai tugas dan fungsinya.

gagwr VI

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGS)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokck dan Fungsi
Pasal 152

Cinas Kependudikan dan Tenaga Karja merupakan unsur pelaksana Pemerintah
Daerah o Bdang Kependudukan dan Tenaga Kerja yang dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada dbawah dan bertanggungiawab kepada Bupali melalu
Sekretaris Daerah,

Pasal 153

Oinas  Kependudukan dan Tenaga Kerja mempuyal  tugas  melaksanakan
kewerangan Otonomi Daerah df bidsng Kependudukan dan Tenaga Kerja dalam
rangka tugas desentralisas!
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Pasal 154

Untuk melfaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Dinas

I{ﬂpa-lﬂﬂ.l-:andm Tenaga Kerja mempuyai fungsi
. pemyusunan dan perumusan kebijaksanaan teknis, perrberian bimbingan dan
pembinaan di bidang kependudukan, tenaga kerja dan catatan sipil;

b. penyelenggaraan perencanaan teknls operasional dan pengerbangan unsur-
unsur kependudukan, tenaga kerja dan catatan sipil;

C. pemyelenggaraan pelayanan umum  dan perrberian pefiinan d  bidang
kependudukan, tenaga kerja dan catatan sipll;;

d. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang kependudukan, tenaga kerja dan

catatan sipll

peryelenggaraan administrasi pemerintahan;

pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan,

pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberlkan deh Bupatl sesual tugas dan

fungsinya.

@~

Bagian Kedua
Susunan Crganksasi
Fasal 155
(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja terdini dari :
. Kepala;
Wakil Kepala;
Bagian Tata Usaha,
2ub Dinas Catatan Sipil;

=ub Dinas Administrasi dan Mobilitas Penduduk;
Sub Dinas Termaga Kerla,

Sub Bagian,

. Sekd,

Ketompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas masing-rmasing dipimpin oleh secrang Kepala
yang berada dibawah bertangoungjawab kepada Kepala Dinas |

{3) Sub Bagian dipimpin cleh secrang Kepala Sui Bagian yang berada dibawah dan
bertanggungiawab kepada Kepala Bagian ;

{4) Seksl-seksl masing-masing dipimpin deh seorang Kepala Seksl yang berada
dibawah dan bertangguncjawalb kepada Kepala Sub Dinas |

{5) Kelompok  Jabatan Fungsional dpimpin oeh seorang pemangku  jabatan
fungsional senior yang ditunjuk deh Kepala Dinas |

{(8) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada lampiran ¥V, yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

= -l WL
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Bagian Ketiga
Kepala
Pasal 156

Kepala Dinas bertugas mernimpin dan bertanccungjawab atas pelaksanaan tugas
dan fungsl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 dan Pasal 154,

Bagan Keerpat
Wakil Kepala
Pasal 157

Wakil Kepala Dinas mempuryel tugas mermbartu Kepala Dinas sesual dengan
kewenangan yang dilimpahkanmya.

Pasal 158

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Wakdl

Kepala Dinas mempuryal fungsi |

a. koordnasi pelaksanaan tugas unit kerja sesual dengan kewenangan yang
dilimpahkanmya,

b. pelaksarman tugas-tugas lain yang dberikan deh Kepala Dinas Kepencudukan
dan Tenaga Kerja sesual tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bagian Tata Usaha
Fasal 159

Bagian Tata Usaha adalah unsur perrbanty  pimpinan  dibidang  pelayanan
admiristratif ketatausahaan dipimpin oleh secrang Kepala yang beraca dbawah dan
bertanaaungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 160

Bagian Tata Usaha mempunyal tugas relaksanakan Wrusan umum, kepegawaian
dan keuangan.

Pasal 161

Lintuk rmenyelenggerakan tugas sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 160, Bagan
Tata Usaha mempunyai flungsi -

a. koordinasi peryusunan program kerja Dinas dan laporan |

b, pengelclaan wusan  surat  meryurat, kearsipan, perlengkapan, dan
kerumahtandgaan ;

pengeldaan administrasi kepegawalan dan lain-lain urusan kepegawalan
pengelciaan administrasi keuangan dan perbendaharaan |

pemyusunan dan pengumpulan data dan informasi ;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberkan deh Kepala Dinas Kependudukan
dan Tenaga Kerja sesual tugas dan fungsinya.

o -



Pasal 162

Bagian Tata Lisaha terdin dari :

8. Sub Baglan Umum dan Kepegawalarn |
b. Sub Baglan Keuangan ;

¢. Sub Bagian Data dan Informasi .

Pasal 162

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyal tugas mengelola surat-memyurat,
kearsipan, dokumentasi, periengkapan, kerumahtanggaan, administrasl kepegawalan
dan lain-lain urusan kepegawaian serta menyusun program, evaluasi dan laperan.

Pasal 164

Uniuk menyelenggarakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 163, Sub
Bagian Umum dan Kepegawalan mempunyai fungsi ;

a. peryiapan rencana dan progran,

b. peryiapan surat-memyurat, kearsipan, perlengkapan dan kerurmahtanggaan;

C. pengelociaan administrasi kepegawaian dan lain-lain urusan kepegawsaian.

Pasal 165
Sub Bagian Keuangan mempunyal tugas mengelcla administrasi keuangan dan
perbendatarast.

Pasal 166

Untuk menyelenggarakan tugas sebageimana dimaksud dalam Pasal 165, Sub

Bagian Keuangan mermpunyal fungsi

8. pengelclaan administras Keuangarn,

b. perencanaan anggaran dan bedanja;

c. pembinaan perbendaharaan;

d pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan oeh kepala Baglan Tata Usaha
sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 167

Sub Baglan Data dan Informasi mempuryal tugas mengurmpulkan, mengolah dan
mengeicia data dan informasl,

Pasal 168

Lniuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Sub

Bagian Data dan Irformasi mempuryal fungsd

. pengumpulan, penyusunan serfa pengalahan data dan informasi;

pelaksanaan evaluasi serta permyusunan laporan dinas;

pengelciaan data dan informsi; -

pelaksanaan tugas-tugas laln yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha

sesual tugas dan fungsinya.

anow
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Bagian Keenam
Sub Dinas Catatan Sipi
Pasal 169

Sub Dinas Catatan Sipil mempumyai tugas melaksanakan pencatatan dan akia
kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan / pengesahan anak.

Fasal 170

Lntuk menyelenggarakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 169, Sub

Dinas Catatan Sipil mempurmyai fungsi

a. peryusunan program, permbinaan dan bimbingan teknis di bidang catatan sipi,

b. peryiapan dan pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di
bidang catatan sipil;

c. pelaksanaan pemyuluhan dan bimbingan di bidang catatan sipil,

d. pelaksanaan pelayanan umam dan penerbitan akte catatan sipil;

e, pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan cleh Kepala DCinas Kependudikan
dan Tenaga Kerja sesual tugas dan fungsimya.

Fasal 171

<ub Dinas Catatan Sipil terdin dani :
a. Seksi Pencatatan kKelahiran dan Kematlan;
b. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan / Pengesahan Anak.

Pasal 172

Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian mempunyal tugas mempersiapkan bahan-

batan pembinaan, pemyuluhan serta pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dan
Kematian,

Pasal 173

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Fasal 172, Seksl
Pencatatan Kelahiran dan Kematian mempuryai fungsi

a. pemvusunan rencana teknis, program, pembinaan dan peryuuhan d  bidang
pencatatan kelahiran dan ka‘rﬁtian;

b. peryiapan pelaksansan pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran dan
Akta Kernatian;

¢, penyelesaian terhadap pelaporan kelahiran yang terlambat pelaporanmya serta
pencatatan atas perubahan-perubahan;

d pemeliharaan data pencatatan kelahiran dan keratian;

e. pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan deh Kepala Sub Dinas Catatan Sipil.

Pasal 174

Seksi Perkawinan, Perceralan dan Pengekuan / Pengesahan Arak mempunyal
tugas mermperslapkan bahan-bahan pembinaan, pemyuuhan serta pencatatan dan
penerbitan Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan / Pengesahan Anak, melayani
masyarakat dalam penyelesaian masalah pencatatan perkawinan, perceraian dan
pengakuan / pengesahan Anak.
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Pasal 175

Utk Wmmﬂmmmmﬁﬂ 174, Seksi

Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan / Pengesahan Anak mempunyai fungsi |

a. peryusunan rencana teknis, program, perrbingan dan pernyuluhan d  bidang
pehicatatan perkawinan, perceralan dan pengakuan / pengesahan anak;

b. pelaksargen pencatatan dan penerbitan kutipan akia perkawinan, perceraian,
pengakuan / pengesahan Anak;

c. penyelesaian terhadap pelaporan  perkawinan, perceraian yang terfarrbat
pelaporanitya,

d. mahﬂﬁkagatmdﬂdargpakmﬁrw.pawaﬂndanpmh_mfpmgemm
anak;

e, pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan deh Kepala Sub dinas Catatan
Sipil.

Bagian Ketuuh
Sub Dinas Administrasi dan Mobilitas Penducduk
Pasal 176

Sub Dinas Admiristrasi dan Mobilitas Penduduk mempunyal tugas mengsiola dan
melayani administrasi kependudukan, transmigrasi dan kegiatan mcbilitas penduduk
lainmya.

Pasal 177

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Sub

Diras Administrasi dan Mobilitas Penduduk mempunyai fungsi |

a. pemyusunan rencara teknis, program, pembinaan dan birmbingan teknis d bidang
administrasl dan mohilitas penducuk;

b. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan d bidang administrasl dan

mobilitas penduduk;
¢. pengaturan dan  pengeldaan administrasi  kependudukan  dan mobilitas

petwciuchk;

pemberian dan pengelolaan Momor Indulk Kependudukan (M

e. pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk
(KTP);

pencatatan mutasi dan perubahan data pendudul;

pendaftaran dan perrindahan transmigran;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan cleh Kepala Cinas Kependudukan
dan Tenaga Kerja sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 178

=
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Sub Dinas Administrasi dan Mobilites Penduduk terdirl dari
a, Seksi Administrasi Penduduk;
b. Seksi Mobilitas Penducduk.

Pasal 179
Seksi Administrasi Penduduk  mempunyal  tugas mempersiapkan  bahan-bahan

peryusunan pedoman, perbinaan, pengawasan, koordinasi dan pelaksanaan
kegiatan administrasi penduduk.
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Fasal 180

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimeksud dalam Pasal 179, Seks|

Administrasi Penduduk mermpunyai fungsi

2. pemusunan rencana, pedoman dan petunjuk teknis serta perrbinaan dibidang
administras! penduduk ;

b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dan  pelaksanaan pendaftaran
pencuduk, pembuatan Kartu Keluarga dan Kau Tanda Penduduk dan
pembinaan Nomor Induk Kependudukan ;

c. pengelclzan data kependudukan ;

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberlkan deh Kepala Sub Dinas sesuai tugas
dan fungsinys .

Pasal 181

Seksl Mcbilitas Penducduk mempunyal tugas mempersiapkan bahan penyusunan
pedoman, perrbinaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi dan pelaksanaan
kegiatan dibidang mobilitas penduduk

Pasal 182

Ltk menyelenggarakan tugas sebagalimana dimaksud dalam Pasal 181, Seksi

Moabilitas Penduduk mempunyai fungsi

2. peryusunan rencana, program, pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan
dibidang mobilitas penducuk

b. pelayanan urum dan perrberan perizinan d bidang peningkatan mobilitas
pencucuk;

. pencatatan mutasi dan perubahan data penduduk;

d. penerbitan akta atau keterangan mutasi penduduk;

e. pendaftaran dan pemindahan transmigran;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Kepala Sub Dinas sesual tugas
dan fungsirya,

Bagian Kedelapan
Sub Dinas Tenaga Kerja

Pasal 183

Sub Diras Tenaga Kefja mempunyal tugas melaksanakan perrbinaan, pengawasan
dan pengurusan rmasalah-measalah di bidang tenaga ketja.

Pasal 184

Lhiuk menyelenggarakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 183, Sub

Dinas Tenaga Kerja mempurnyai fungsi

4. pemusunan rencana, program, pemibinaan dan bimbingan df bidang tenaga

kerja;

b. peryelenggaraan bimbingan, penyuluban dan perrbinaan df bidang tenaga kerja;

C. penempatan temaga kerja dan periuasan lapangan kerja;

d. pelatihan produktifitas tenaga kerja;

e. pelaksanaan kerfasama dengan Dinasfinstansi Pemerintah, Swasta dan lemrbaga

latihan swasta dalam bidang tenaga kerja;

Eedakﬁanaan pengawasan, monitoring serta evaluasi kegiatan o bidang tenaga
ea;

fasilitas! hubungan Industrial teraga kerja;

pemantauan periindungan pekerja dan kesejahteraan pekerja;

=
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i.  perijiman bidang tenaga kerja;
| pelaksaraan tugas-tugas lain yang diberikan deh Kepala Ciras sesual tugas dan

fungsinya.
Pasal 185

Sub Dinas Tenaga Kerja terdin dari
a. Seksi Penempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
b. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Tenaga Kefja.

Fasal 186

Seksi Penemrpatan dan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyal tugas mengumpulkan
dan mengolah data kebutuhan dan kesempatan kerja, memberikan informasi
kebutuban tenaga kerja, mermfasilitasl antar kerja antar negara, antar kerja antar
daerah dan antar Kerja antar lokal.

Pasal 187

Lintuk menyelenggarakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 186, Seksi

Pepempatan dan Produktifitas Kerja mempunyai fungsi |

a. peryusunan rencana, program, permbinaan dan penyuluan d bidang kesermpatan
kerja;

b. pemviapan bahan dalam kegiatan pengendalian, pemantavan dan pengawasan di

bidang kesempatan Kerja;

pelaksanaan birmbingan, pemyuluban, pembinaan kepada pencari kerja;

permberian perljinan dan pembatasan penggunaan tenaga kerja asing;

peryiapan pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan

lembaga latinan swasta dalam pelaksanaan latihan kerja;

pelaksanaan monitoring dan evaluast kegiatan di bidang kesempatan kerja,

pendaftaran dan pencatatan pencari kerja dengan menyvelenggarakan Informasi

pasar kefja,

pelayanan infommasi dan data kesempatan dan kebutuhan pekera;

fasilitasi artar Kerja antar negara, antar kerja antar daerah dan antar kerja antar

lckeal;

perrbiraan dan pengawasan lembaga pengerah tenaga kerja;

k. permbinaan dan peningkatan produktifitas tenaga kerja;

pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberikan oeh Kepala Sub Dinas Tenaga Kerja

sesual tugas dan fungsimna.

o a0

e dgrs

e L ]
r O

Fasal 188

Seks Pengawasan dan Pembinaan Tenaga Kerja mempunai tugas mempersiapkan
bahan pembinaan, petwduban,  pengawasan, pengendalian dan  pelaksanaan
kegiatan d bidang pengawasan dan permbinaan termaga kerja.

Fasal 189

Untuk memyelenggarakan tugas sebadgaimana dimaksud dalam Pasal 188, Seksi

Pengawasan dan Pembinaan Tenaga Kerja mermpurtyal fungsi -

a. penyusunan rencana dan program, pembinaan dan bimbingan o bidang
pengawasan dan pembinaan tenaga kKerna,

b, pelaksanaan pengawasan, pemantacan dan  pembinaan  kKesejahteraan  dan

petiincungan pekerja;

perfjlnan sarta pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan,

fasilitasi hubungan Industrial tenaga kKerja;

pelaksaraan latihan tenaga kefja;

pembinaan organisasi pekerja;

X WS
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g. pelaksaraan tugas-tugas lain yang dberikan cleh Kepala Sub Dinas Tenaga

(1

(2)

Kerja sesuai tugas dan fungsirya.

BABWII l//

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS], TUGAS POKOK DN FUNGS!
DINAS PEKERJAAN LIMUM

Baglan Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Fasal 120

Dinas Pekerjaan Umum adalabh unsur pelaksana Pemerintah Deersh yang
melaksanakan kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum yang dipirmpin
ceh secrang Kepala yang berada d bawah dan bertanggungawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Dinas Pekerjaan Umum mempunyal tugas menyelenggarakan kewenangan
Otonomi Daerah d bidang Pekerjaan Umum dalam rangka pelaksanaan tugas
desentralisasi.

Fasal 191

Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud delam Pasal 190, Dinas
Pelerjaan Umum mempunyai fungsi

a.
.
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pemyusunan rencana dan program kegiatan di bidang Bina Marga, Cipta Karya,
Kebersihan dan Pelayanan Unum serta pengairan;

peryusinan pedoman dan petunjuk teknis bidang Bina Marga, Clpta Karya,
Kebersihan dan Pelayanan Linum serta pengalran;

perrbinaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi di Bidang Bina Marga, Cipta
Karya, Kebersihan dan Pelavanan umum serta pendgairan;

perrbinaan dan pemberian bimbingan df Bidang Bina Marga, Cipta Karya,
Kebersihan dan Pelayanan umum serta pengairan,

peryelenggaraan pelayanan urmum dan perfjinan serta pengelolaan evaluasi di
Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Kebersihan dan Pelayanan umum serta
pengairary

fasilitasi perrhangunan perumahan dan permukimean

pelaksaraan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan instansi / dinas lainmya
serta pihak swasta dalam bidang permbangunan daerah d \Wilayah Daerah |
pelaksanaan pengawasan dan monitoring ;

pelaksanaan ltugas-tugas lain yang dberikan oeh Bupali sesuai tugas dan
fungsinya,

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 192
{1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Unnum terdini dari :
a. Kepala;
b. Wakil Kepala

c. Baglan Tata Usaha;
d. Sub Dinas Bina Marga;
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e. Sub Dinas Clpta Karya;

f. Sub Dinas Kebersihan dan Pelayanan Urnun
g. Sub Dinas Pengairan,;
h. Cabang Dinas;
i, Sub Bagian;

j- Seksi;

k. Kelompok Jabatan Fungsional

(2} Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas masing-masing dipirmpin oleh secrang Kepala
yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Baglan diplmpin deh seorang Kepala Sub Baglan yvang berada di bawah dan
bertangqungjawab kepada Kepala Bagian .

{4) Seksi-seksi masing-masing dipimpin deh secrang Kepala Seksl yang berada d
bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Sub Dinas |

(8) Kelompck jabatan fungsional dipimpin ceh secrang permangku  jabatan
fungsicnal senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas |

(6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dmeksud

dalam ayat (1) tercantun pada |ampiran V1 yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah inl,

Bagian Ketiga
Kepala
Pasal 193

Kepala Dinas mermpunyal tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan
tugas dan fungsi dinas sebagaimana dmaksud dalam Pasal 180 dan 181

Bagian Keempat
Wakil Kepala
Fasal 184

Wakll Kepala Dinas mempunyal tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas
sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkanmya.

Pasal 195

Untuk memvelenggarakan tugas sebagaimana d maksud dalam Pasal 194, \Wakil

Kepala Dinas mempuryal fungsi

a, koordinasi pelaksanaan tugas unit kerja sesual dengan kewenangan yang
diirpahkan kepadarya;

b. pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberikan oleh Kepala Dinas sesusl tugas dan
fungsinya.
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Baglan Kelima

Baglan Tata Usaha

Pasal 196

Bagian Tata Usaha mempunwyal tugas melaksanakan urusan umum, kepegawalan,
keuangan dan pengeldiaan alat dan perbekalan.

Pasal 197

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana d meksud dalam Pasal 196, Baglan

Tata Usaha mempumyal fungsi

a. pengelciaan urusan surat-meryurat, Kearsipan, perlengkapan, perjalanan dinas
dan kerumahtanggaan;

pengeldaan administras! kepegawalan dan lain-lain urusan kepegawalan;
pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan,

pengeiciaan alat dan perbekalan;

petaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Kepala Dinas Pekerjaan Limum
sesual tugas dan fungsinya,

e

Fasal 198

Bagian Tata Usaha terdin dar

a. Sub Bagian Urnum dan Kepegawaiar |
b. Sub Bagiah Keuangarn;

c. Sub Bagian Alat dan Perbekalan,

Pasal 199

Sub Bagian Ururn dan kepegawaian mempunyal tugas mengelcla surat-memyurat,
kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pefjalanan dinas, kKerumahtanggaan,
administrasi kepegawaian dan |aindain urusan kepegawaian serfa  meryusun

program dan laporan.
Pasal 200

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, 3ub
Eagan Umum dan Kepegawalan nempunyai fungsi .
peryusunan program dan laporan;
b. pelaksanaan surat-meryurat, kearsipan, perlengkapan dan Kerurmahtanggaan
dan dokumentasi serta perjalanan dinas;
c. pengeloiaan administrasi kepegawaian dan lain-lain urusan kepegawaian;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha

sesuai tugas dan fungsinya.
Pasal 201

Sub Bagan Keuangan memputyal tugas mefyusun anggaran dan  belanja,
mengeicla administrast keuangan dan perbendaharaan.

Pasal 202

Lntuk  menyelengaarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 Sub

Bagian Keuangan mermpunyal fungsl -
a. pengelclaan administrasi,



b. pemblnaan perbendaharaan;
C. pemyusunan anggaran dan belanja dinas;
d pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberikan cleh Kepala Bagian Tata Usaha

sesuai tugas dan fungsirya,
Pasal 203

Sub Bagan Ajal dan Perbekalan mempumyai tugas melaksanakan urusan
pengelciaan alat dan perbekalan serta barang imventaris Dinas.

Pasal 204

Utk memvelenggarakan tugas sebagaimana dimeksud dalam Pasal 203, Sub

Bagan alat dan Perbekalan mempunyal fungsi |

8. pengelcaan alat dan perbekalan dirmas;

b. penginventarisasian alat dan perbekalan dinas;

c. pengadaan dan pemeliharaan barang imventaris dan alat / perbekalan;

d. perijinan alat dan perbeakalan;

e. pelaksanaan fugas-tugas lain yang diberikan deh Kepala Bagian Tata Usaha
sesual tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Sub Dinas Bina Marga

Fasal 205

S Dinas Bna Margae mempunyai fugas merencanakan, melaksanakan dan
memelihara permbangunan jalan, jembatan dan prasarana jalan lainnya.

Pasal 206

Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Sub

Cinas Bina Marga mempuryal fungsl :

a, peryusuman rencana teknis, program, permbingan dan bimbingan teknis d bidang
Birsa Marga,

b. pemapan dan pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi keglatan di

biclang Bina Marga ;

peryiapan dan pelaksanaan periinan serta pengawasan pemanfaatan jalan

beserta utilitasnya,

pelaksarman dan pengelolaan pekerjaan Bina Marga,

penangoulangan jalan dan jerbatan aklbat bencana alam

pelaksanaan monitoring dan pengawasan kebijaksanaan teknis dif bidang Bina

Marga |

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan odeh Kepala Dinas Pekerjaan Lmum

sesual tugas dan fungsinys.

o

o

L=

Pasal 207

Sub Dinas Bina Marga terdiri dari :
a. Seksl Pembangunan Jalan dan Jembatan |
b. Seksi Pemeliharaan dan Pengendalian.
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Fasal 208

Seksi Permbangunan Jalan dan Jerbatan mempunyal tugas mempersiapkan bahan-
bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi, kerjasama dan
pelaksanaan kegiatan permbanguean jalan serta jermbatan

Pasal 209

Untukk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Seksi

Permmbangunan Jalan dan Jermbatan mempunyai fungsi ;

4. pefyusunan rencana teknis, program, pembinaan dan birbingan teknis di bidang
perbangunan jalan dan jermbatan;

b. pelaksanaan permartauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan o bidang
perrbangunan jalan dan jembatan;

c. pelaksanaan pengelolaan pekerjaan permbangunan Jalan serta jembatan;

d. peningkatan kerjasarme dengan Dines / Instansi terkait maupun plhak swasta di
bidang pernbangunan jalan serta jembatan;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pembangunan jakan
serta jembatan;

. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Kepala Sub Dinas Bina Marga
sesual tugas dan fungsinya,

Fasal 210

Seksl Pemeliharaan dan Pengendalian mempunyai tugas mermpersiapkan bahan
bahan bimbingan, perrbinaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi, kerjasama,
kegiatan pemefiharean, perfinan  pemanfaatan  jalan dan  jembatan  serta
penangguiangan akibat bencana alam.

Pasal 211

Ltk mesyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, Seksi

Fermeliharaan dan Pengendalian mempunyai fungsi ;

a. peryusunan rencana teknis, program, pembinaan, dan bimbingan teknis d
hidang pemeliharaan dan pengendalian:

b pelaksanaan pernelinaraan dan pengendalian jalan dan jerrbatan;

c. pelaksanaan perijinan serta pengawasan perarfaatan jalan beserta utilitasrys ;

d. penangguiangan jalan dan jernbxatan akibat bencana alam

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan d bidang pemelharaan dan
pengendalian ;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang o berikan Kepala Sub Dinas Bina Marga
sesual tugas dan fungsinya,

Bagian Ketujuh
Sub Dinas Cipta Karya
Pasal 212

Sub Dinas Clpta Karya mempunyal tugas merencanskan, melaksanakan,
memelihara dan mengendalikan penataan dan pembangunan tata ruang dan
bangunan / perumahan serta pemukiman wilayah,
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Pasal 213

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimeksud dalam Pasal 212, Sub

Emas Cipta Karya mempunyal fungsi :
perencanaan penataan ruang dan rencana teknis bidang Cipta Karya |

I:-. peryiapan dan pelaksansan permantauvan, pengendalian dan evaluasl kegiatan

dibidang Cipta Karya ;

c. penataan dan pengelclaan, tata ruang dan bangunan serta pengelolaan
perumahan dan pemukiman ;

d. perinan bangunan serta pengendalian pelaksansan permbangunan bidang Cipta
Karya |

Thm

permberian fasilitasi perrbangunan perumahan dan pemukiman |

peningkatan kerjasarma dengan Cinasfinstansi terkait, maupun pihak swata dalam

bictang Cipta Karya ;

g pelaksanaan monitaring dan evaluasi kebljaksanaan teknis dibidang Cipta Karya |

h. pemeliharaan dan pengendalian pemanfaaten tata ruang, hangunan dan
pemukiman ;

i. pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberikan cdeh Kepala Dinas Pekerjaan Umum

sesual tugas dan fungsimya

Pasal 214
b Dinas Cipta Karya terdin dan :
a. Seksl Tata Ruang dan Bangunan ;
b. Seksi Perumahan dan Permukiman |
Pasal 215

Seksi Tata Ruang dan Bangunan mempunyal tugas mempersiapkan bahan-bahan
pemyusunan penataan ruang kota dan Daerah, melaksanakan pembangunan,
bantuan teknlk, pengawasan teknik penrbangunan gedung negara, bangunan urmum
dan pengeldaan kawasan bersefarab, perjinan dan pengendalian pemanfaatan
ruang dan ijin bangunan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi .

Pasal 216

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimeksud dalam Pasal 215, Seksi

Tata Ruang dan Bangunan mempurivai fungsi |

a, pemyusunan rencana teknls, program, permbinaan dan birmbingan teknls dibidang
tata ruang dan banguan |

b. pelaksanaan pengeldaan perrbangunan gedung negara dan bangunan umum
sefta pengelolaan kawasan bersejarah

c. pefijinan dan pengendalian p-an'tarﬂ‘aaian kawasan tata ruang dan permbangunan;

d. monitoring dan evaluast kegiatan dibidang tata ruang dan bangunan ;

e. pemeliharaan dan pengendalian pemarfastan tata ruahg dan banguran/gedung
negara ;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan oleh Kepala Sub Oinas Cipta Karya
sesual tugas dan fungsinya

Pasal 217

Seksi Perumahan dan Pemukiman mernpurnyai tugas mempersiapkan bahan-bahan
perencanaan, Pengawasan, pemyuiuhan, bantuan teknik, pengendalian terhadap

perumahan dan lingkungan perrukiman  kKhusus, pelaksanaan
pengeldaan rurmah dinas, pemeliharaan, permanfaatan sarana dan prasarana,
penerbitan perjinan layak huni serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi |
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Pasal 218

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Seksi

Perumahan dan Permuldman mempumyai fungsl :

a. psfyusunan rencana teknis, program, pemuluhan dan bimbingan telnik dibidang
perumahan dan pemukinman |

b. pemantauan, pengawasan dan evaluasi dibidang perumahan dan permukimean |

permeifinaraan, permanfaatan sarana dan prasarana serfa pengendalian terhadap

permbangunan perumahan dan lingkungan permukiman khusus d wilayah Daerah;

penerbitan perijinan layak huni diperumahan dan pemukdman diwilayah Daerah;

pelaksanaan montaring dan  evaluasi  kegiatan dbidang perurahan  dan

pemukirman ;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan deh Kepala Sub Dinas Cipta Karya

sesual tugas dan fungsinya |

L

pa

b

Bagian Kedelapan
Sub Dinas Kebersihan Dan Pelayanan Umum
Pasal 219

Sub Dnas Kebersihan dan Pelayanan Urmum mempunyal tugas merencanakan,
melaksanakan kebersihan, pertarranan, penerangan jalan dan pelayanan pemadam
kebakaran

Fasal 220

Untuk menjalankan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 219, Sub Dinas

Kebersihan dan Pelayanan Limum mermpuriyal fungsi

a. pemyusunan  dan  penstapan  rencana  dan  program Keglatan | dibidang
pembangunan, kebersihan dan pelayanan umum serta pengaliran ;

b. pemyiapan dan peleksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi dibidang
kebersihan dan pelayanan umum dan pengaliran ;

c. pelaksanaan dan pengelolaan pekerjaan dibidang kebersihan, pelayanan umum
dan pengaliran ;

d. peningkatan kerfasama dengan Dinasfinstasi terkait maupun pihak swasta dalam

bidang kebersinan dan pelayanan umum ;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebljakan teknis dbidang keberslhan dan

pelayan umum dan pengaliran ;

pemeliharaan kebersiban dan pertamanan serta pemakaman dan pengaliran ;

perijiran di bidangrya ;

pelayanan umum dibidang penerangan [alan dan pemadam kebakaran ;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan deh Kepala Dinas Pekerjaan Umum

sesual tugas dan fungsimya

o

— @

Pasal 221

Sub Dinas Kebersihan dan Pelayanan Umum terdiri dari -
a. Seksl Kebersiban dan Pertamanan ;

b. Seksi Pengaliran

c. Seksi Pelayanan Umum .
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Fasal 222

Seksl Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan

perencanaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pekerjaan d  bidang
pekerjaan dan pertarmanan serta monitoring dan evaluasi

Pasal 223

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Seks|

Kebersihan dan Pertamanan mempuryal fungsi -

8. pemyusunan dan Penetapan rencana dan program kegiatan dibidang kebersihan
dan pertaranan

b. pemantauan, pengendalian dan evaluasi dibidang kebersihan dlan pertamanan ;

C. pelaksanaan pengelolaan kebersihan jalan dan lingkungan, penghijauan dan
pemeliharaan taman, tanaman, pengeldlaan samrpah darl termpat permbuandgan
semeniara ke tempal perrbuangan akhir dan perrusnahan serta pemanfaatan

safrpah dilckasi termpat permbuangan akhir.
d. pelaksanaan monitoring dan  evaluasi kegiatan dibidang kebersihan dan

pertamanan ;

e perifinan dibidangrya |

f. pelaksanaan tugas-tugas laln yang diberikan oeh Kepala Sub Diras Kebersihan
dan Pelayanan Umum sesuai tugas dan fungsimya

Pasal 224

Seksi Pengaliran mempuyal tugas mempersiapkan bahan-bahan perencanaan,
pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pekerjaan dibidang sarana dan prasarana
pengaliran.

Pasal 225

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimena dimeksud dalam Pasal 224, Seksi
Pengaliran mempunyai fungsi :

a. peryusunan dan penetapan rencana dan program kegiatan dibidang pengaliran ;
pemantauan, pengendalian dan evaluasi dibidang pengaliran

pengelclaan  pengadaan air  bersih, penyehatan  lingkungan, bangqunan
perlengkapan jalan serta pengelclaan urugan reldarmas! dan galian

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pengaliran ;

perijinan dibidangrya ;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Kepala Sub Dinas Kebersitan
dan Pelayanan Umumn sesuai tugas dan fungsinya .

oo

~on

Fasal 226

Sehsi  Pelayanan  Umum  memmpunyal  tugas  mermpersiapkan baban-bahan
perencanaan, pengawasan, pengendallan, pelaksanaan pekerjaan  dibidang
penerangan jafan dan pemadam kebakaran serta permakaran umum |

Pasal 227

Lntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimeksud dalam Pasal 226, Seksi

Pelayanan LUimum mempunyai fungsl

2. pemyusunan dan penataan rencana serta program kegiatan dibiciang penerangan
ialan, pemadam kebakaran dan pemakaman umum ;

b. pemantalan, pengendallan dan evaluasl dibidang pelayanan urum, penerangan
jalan, pemadarn kebakaran dan pernakaman urmum ;
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pengeldaan fasiitas umum dan kantor pelayanan umum, pemakaman umum,
pengelolaan penerangan jalan umum, faslitas urum, trafight lght, pengeldaan
pemasangan reklame serta penyelenggaraan urusan pemadam kebakaran ;
pelaksanaan pengawasan dan permantauan kegiatan dibidang pelayaran umum ;
perizinan dibldangnya;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan cieéh Kepala Sub Dinas Kebersihan

dan Pelayanan Umum sesuai tugas dan fungsinya
Bagian Kesembilan
Sub Dinas Pengairan

Pasal 228

Sub Dinas Pengalran mempuryal tugas merencanskan, memelihara pembangunan
sarana dan prasarana pengairan

Pasal 229

Untuk menyelenggarakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 228, Sub Dinas
Pengairan mempuryal fungs! |

iy

perencanaan teknis, program, pembinagan dan  bimbingan teknis dibidang
pengairan |

pencawasan, pengendalian, pefaksanaan pembangunan, rehabilitas, peningkatan
dan pengembangan, operasl serta pemeliharaan dan pengamanan pengairan |
pengeldaan peridinan dan pengamanan permanfaatan alr permukaan dan atau
sumber air serta rekomendasl periinan perrbangunan bahan gallan golongan C
pada alur sungai ;

perincungan, pengamanan, permanfaatan dan pengendalian pencemaran ar
bakau, pantal, muara dan delta ;

penangguiangan bencana banjir dan bencana alam lainya setfa usaha-ussha
pengendalian erosl ditidang teknik sipil |

pengumpdan dan pengelclaan data serta pelaporan dibidang pengairan ;
pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
sesual tugas dan fungsitya .

Pasal 230

Sub Dmas Pengairan terdir darn

a.
b.
o

Seksi Permbangunat |
Seksi Operasional dan Pemeliharaan |
Seksi Bina Manfaal

Pasal 231

Seksl Permbangunan  mempuryal  tugas  melaksanakan pemapan  peryusunan
program, perencanaan teknis, pengeldlaan hidrdog dan hidrometr, pengendalian
kualitas air, pelestarlan sumber alr serta melaksanakan pembinaan pengawasan,
pengendalian pelaksanaan permbangunan dan peningkatan serta rehabilitasi jaringan
ifigasi, sungai, rawa dan partai.
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Pasal 232

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Seksi

Perrbangunan mempumyai fungsi . .

a. permyusiman prodgram, perencanaan teknis, pembinean dan bimbingan teknis d
bidang permbangunan pengairan,

b. pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang pengairan;

c. permviapan pelaksanaan pembangunan dan pengerrbangan serta rehabilitasi
jaringan irigasi, sungai, rawa dan pantai;

d. pernapan pelaksanaan pengelclaan hidrologi dan  hidrometri, pengendalian
kualitas air serta pelestarian sumber air;

e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan di bidang

ran;

perijinan di bidangmya,

g pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Kepala Sub Dinas Pengalran
sesual tugas dan fungsina.

—h

Fasal 233

Seksi Operasional dan  Pemelharaan mempuryal tugas  memyelenggarakan
pemyiapan perrbinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan operasi,
pemeliharaan pengairan, Imentarisasi kondisi bangunan pengalran, pengumpulan
data penefitian, efisiensi dan efektifitas penggunaan air permukaan dan sumber air,
pengelolaan |IPAIR, penangguiangan bencana alam serta  perlindungan,
pengamanan, pemanfaatan, pengendalian pencemaran air bakau, pantai, muara dan
delta.

Pasal 234

Untuk memyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Seks

Operasional dan pemelibaraan mempuriyal fungs

a. peryusunan program, perencanaan teknis, pembinaan dan bimbingan telmis di
bidang operasional dan pemeliharaan c bidang pengairan;

b. pengawasan, pengendalian dan evaluasi dibidang cperasional dan pemeliharaan
pengairan |

c. perniapan pelaksanaan kegiatan operasi dan pereliharaan jaringan irigasi serta
drainase beserta bangunan pelengkapiya ;

d. pemyiapan penetapan standard dan pengelclaan sumber air penmukaan dan
sumher air, serta pengeldlaan IPAIR

e. pemyiapan pelaksanaan penanggulangan  bencana alam,  perindungan,
pengamanan, pemanfastan, pengendalian pencemaran air bakau, pantai, rmuara
dan delta ;

f. pemwiapan bahan pelaksanaan monitoing kegiatan  operasional  dan
pemelinaraan bidang pengairan ;

peridinan dibidangrya ;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Kepala Sub Dinas Fengairan
sesual fugas dan fungsimya .

@

Pasal 235

Seksi Bina Manfaat mempurwval tugas menyelenggarakan persiapan pembinaan,
pengawasan, pengendalian, pelaksansan pengermbangan, peningkatan dan
rehabilitasi irigasi kecipedesaan, rigasl ar tamah, jaringan tersier, sehunder,
administrasi, pengawasan perizinan air permukaan dan sumber air, rekomendasi
perizinan dan pengawasan penambangan bahan galian golongan C pada alur sungal
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Pasal 236

Untuk memyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Seksi

Bina Manfaat mermpuryal fungsi |

8. peMyusuNan program, perencansan teknis, permbinaan dan bimbingan teknis
dibddang bira manfaat |

b. pengawasan, pengendalian dan evaluasi dibidang bina manfaat ;

c. pelaksanaan pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil/ pedesaan
dan irigasi air tanah ;

d. pemberian perifinan air permukaan, surber air, rekomendasl perijinan serta
pengawasan penambangan bahan gallan golongan C pada alur sungai ;

e pelaksanaan monitoring, pengawasan serta evaluasi kegiatan dbidang Bina
Manfaat ;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan deh Kepala Sub Dinas Pengalran
sesunl tugas dan fungsinys |

Bagian Kesepuluh
Cabang Dinas
Pasal 237

(1) Cabang Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum terdini dar ;
. Cabang Diras di Kecamatan Kelfing
Cabang Dinas d Kecamatan Kembang
Cabang Dinas di Kecamatan Bangsri
Cabang Oinas di Kecamatan Monggo
Cabang Dinas di Kecamatan Jepara
Cabang Dinas d Kecamatan Tahunan
Cabhang Dinas dif Kecamatan Batealit
Cabang Dinas d Kecamatan Kedung
Cabang Dinas di Kecamatan Pecangaan
Cabang dinas di Kecamatan Kaliryarmatan
Cabang Dinas d Kecamatan Welahan
Cabang Dinas di Kecamatan Mayong

m Cabang Dinas d Kecamatan Nalumsari

n. Cabang Dinas di Kecamatan Karimunjawa

SET SO NoaAnoD

{2) Cabang Dinas dpimpin ceh seorang Kepala yang berada dbawah dan
bertangounglawab kepada Kepala Dinas .

(3) Cabang DOinas melaksanakan sebagian tugas Cinas diwilayvabnyva masing
masing.

Fasal 238

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud datam Pasal 237 avat (3)

Cabang Dinas mermpunyai fungs :

a. pelayanan urmum dbidangmys |

b, pelaksanaan teknis dibidangmya ;

¢ pelaksanaan fugas-fugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan
fungsirma |
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BAB IX

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKCOK DAN FUNGS!
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Bagian Pertarma
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Fasal 2392

(1) Dinas Perindustrian, Ferdagangan dan Koperasl adalah unsur Pelaksana

(<)

Pemerintah Daerah yang melaksanakan Kewenangan Daerah d  bidang
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin dieh seorang Kepala yang
berada dibawah dan bertengogungiawab kepada Bupatl melalui Sekretaris
Daerah .

Dinmas  Perindustrian, Ferdagangan dan Koperasi mempunyai  tugas
menyelenggarakan kewenangan Ctonomi Daerah  dibidang  Perindustrian,
Ferdagangan dan Koperasi dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi .

Fasal 240

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Dinas
Ferindustrian, Perdagangan dan Koperas! mempuryai fungsi |

B.

C,

. peryusunan rencana dan program kegiatan dibidang Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi ;
[JEI’T;.I'IELI"EIH pedaman dan petunjuk teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan

dan Koperasi |
permiapan bahan perbinaan pemantauan, pengendalian, dan eveluasi dibidang
Industri, Perdagangan dan Koperasi |
pefaksanaan kegiatan birmbingan dan peryuluban dibidang Industri, Perdagangan
dan Koperasi ;
penyelenggaraan pelayanan umam dan permberian perignan usaha Industri dan
Perdagangan serta izin pengermbangan perluasan industd dan perdagangan |
pelaksanaan pengembangan ekspor hasil industri dan perdagangan melalul
promosi dan infarmasi hasll industrt dan perdagangan |
Tasilitasi permblayaan perindustrian, perdagangan dan Koperasi |
pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan Instansiy Dinas lainmya
serta dunia usaha diwilayah Daerah maupun antar Kabupaten /Kota ;
pelaksanaan pengawasan dan monitoring |
pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan deh Bunatl sesuai tugas oo
Tungsinya

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 241

() aﬁ.mn Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri

Kepala

VWakil Kepala ;

Bagian Tata Usaha ;

Sub Dimas Perindustrian :
Sub Cinas Pardagangan ;

PﬂﬁFPﬁ
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f. &ub Dinas Kopersal ;

g. Sub Bagian ,

h. Seksi ;

i. Kelompok Jabatan Fungsional .

(2} Bagian Tata Ussha dan Sub Cinas masing-masing dipimpin cleh seorang
Kepala yang berada dibawah bertanggungjawab kepada Kepala Dinas .

(3) Sub Bagian dipimpin oleh secrang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah
dan bertangguncjawab kepada Kepala Bagian .

(4) Seksi-seksi masing-rasing dipimpin deh secrang Kepala Seksl yang berada
dibawah dan bertanggungjawah kepada Kepala Sub Dinas .

(5) Kelompok Jabatan Fungsional dpimpin deh secrang pemangku jabatan
fungsional senior yang ditunjuk cleh Kepala Dinas |

(6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada lampiran Vil yang
merupakan bagian tak terpisabikan dari Peraturan Daerah inl .

Bagian Ketiga
Kepala
Pasal 242

Kepala Dinas memimpin dan berfanggungjawalb atas pelaksanaan tugas dan fungsi
Diras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 dan 240 .

Bacian Keerrpat
Viiakil Kepala
Pasal 243

Wakil Kepala Dinas mempunysl tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Cinas
sesual dengan kewenangan yang diimpankarntya.

Fasal 244

Untuk rmenyelenggarakan tugas sebagaimara d maksud dalam Pasal 243, Wakll

Kepala Dinas mempunyai fungsi |

a. koordnasi pelaksanaan tugas wit kerja sesual dengan kewenangan yang
dilirmpahkantmya;

b, pelsksanaan tugas-tugas lain yang diberikan deh Kepala Diras Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi sesual tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima
Bagian Tata Usaha
Fasal 245
Bagian Tata Usaha mempunyal tugas melaksanakan unusan umum, pengeldaan

kepegawalan dan pengelclaan keuangan serta Mmefiyusun programm dan laporan
dinas .
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Pasal 245

Unduk meryelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 Bagan
Tata Usaha mempuyai fungsi

8. pengelolaan wusan sural menywat, kearsipan, perlengkapan  dan
kerumahtanggaan |

pengelclaan adrministrasi keuangan dan perbendaharaan ;

pengelclaan administrasi kepegawaian ;

pemyusunan program dan laporar |

petaksanaan fugas-tugas lain yang diberikan deh Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi sesual tugas dan fungsina .

®anoT

Pasal 247

Bagian Tata Usaha terdiri dari
a. Sub Bagian Unrum can Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan

Pasal 248

Sub Bagian Umum dan Kepagawalan mempunyai tugas mengeldza surat memyurat,
kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, kerumabtanggaan, perjalanan  dinas,
administrasi  kepegawaian dan  leindaln  wusan kepegawaian serta  memyusun

program dan laporan .
Pasal 249

Lhtuk memyvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Sub

Bagian Unum dan Kepegawsaian merpunyal fungs!

a. pemylapan rencana dan program serta laporan |

b. pemiapan swral memyurat, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan dan
perjalanan dimas ;

c. pengelclaan administrasi kepegawalan dan lain-lain urusan kepegawaian ;

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan ceh Kepala Bagian Tata Usaha
sesial tugas dan fungsinva |

Fasal 250

Subag Keuangan mempunyal tugas mengelda administrasi  keuangan  dan
perbendaharaan serta menyusun anggaran dan belanja dinas

Fasal 251

Untuk memyelenggarakan tugas sebagaimana dimeksud dalam Pasal 250, Sub
Bagian Keuangan menpurnyai fungsi |

. pengeidlaan adminisirasi Keuangan ;

penyelesaian masalah perbendaharaan ;

pernusLan anggaran dan balania dinas ;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan deh Kepala Bagian Tata Usaha
sesuai tugas dan fungsinya .

np oD
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Bagian Kestam
Sub Ciras Perindustrian
Pasal 252

Sub Dinas Perindustrian mempuwai tugas melaksanakan dan memyelenggarakan
pemrberian  bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan
sarana, usaha dan produksi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang
Industr Kimia, Agro, Hasil Huitan, Logam, Mesin dan Aneka .

Fasal 253

Calam melaksanakan tugas sebagalimana dimaksud dalam Pasal 252, Sub Dinas

Perindustrian mempuryai fungsi

a. pemyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan perizinen serta pedoman
perrbinaan kegiatan usaha di bidang Industr ;

b. perberian bimbingan teknls permbinaan dan pengembangan sarana usaha, dan
procduksi di bldang industri

¢, bimbingan teknis peningkatan muiu  hasil produksi, penerapan  standar,
pengawasan muty, diversifikasl produk dan inovasi tekndogi ;

d. pemantauan, pengendaiian dan evaluasi kegiatan dibidang industri;

e. pelaksanaan analisa program iklim usaha dan peningkatan kKerjasama dengan
dunia usaha di bidang industri;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberkan oleh Kepala Sub Cinas Perindustrian
sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 254

Sub Dinas Perindustrian terdir dari :
a. Seksl Industr Kimia, Agro dan Hasil Htan
b. Seksi ndustn Logam, Mesin dan Aneka .

Pasal 255

Seksl Industri Kimia, Agro dan Hasll Hutan mempunyai tugas mempersiapkan bahan
bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan permbinaan dan

pengerrbandgan sarana, usaha dan produksi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan
il bidang industrl kimia, agro dan hasil hutan |

Pasal 256

Untuk memyelenggarakan tugas sebagaimana dimeksud dalam Pasal 255, Seksi

Industrl Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempuryai fungsi :

a2 pemyusunan petunjuk bimbingan teknis dan pemyiapan perignan serta pedoman
permbinaan Kegiatan usaha di bidang mdustn kimia, agro dan hasil hutan ;

b, permperian bimbingan tekris pembinaan dan pengsmbangan sarana, usaha dan
produtsi di bldang industri kimia, agre don hasi hutan ;

o himEndgan  tebnis peningiatan mutu baslt produksi, penerapan standar,
pengawasan mutu, diversifikasl produk dan inovasi teknolog bidang industri kimia,
agro dan hasil hutan |

d pembinaan  pengendalian dan  evaluasi  kegialan  serta permmantauvan
penangguiangan dan pencegahan pencemaran o bidang industri kiria, agro dan
hasil hutan ;

2 pelaksanaan anallsa program Kiim usaha dan peningkatan kerjasama dengan
duria usaha di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;

f. pelaksanaan tugas-tugas |ain yvang diberikan deh Kepala Sub Dinas Perindustrian
sesual tugas dan fungsinya .
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=eksi Industri Logam, Mesin dan Aneka mempumyal tugas menpersiapkan bahan-
bahan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinean dan
pengembangan sarana, usaha dan produksi serta permantauan dan evaluasl kegiatan
dibidang industrl logam, mesin dan aneka .

FPasal 258

Untuk menyelenggarakan tugas sshagalimana dimaksud dalam Pasal 267, Seksi

Incustri Logam, Mesin dan Anelka mempuryal fungs: ;

a. permyusunan petunjuk bimbingan teknis dan pemyapan periiman serta pedorman
permbinaan keglatan usaha dibidang industri logarm, mesin dan ancka |

b. pemberian bimbingan teknls pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan
produksi di bidang industrl logam, mesin dan aneka

c. bimbingan teknis peningkatan muty  hasil produksi, penerapan  standar,
pengawasan muiu, dierspidkasi produk dan inovasi teknologl bidang  industr
legam, mesin dan aneka |

d. pembinaan pengendellan  dan  evaluasi kegiatan serta pemartauan
penanggulangan dan pencegahan pencemaran df bidang industri logam, mesin
dan aneka ;

e. pelaksanaan analisa program iklim usaha dan peningkatan kerjasarma dengan
dunia usaha d bidang industri logam, mesin dan aneka ;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan deh Kepala Sub Dinas Perindustrian
sesual tugas dan fungsinya .

Bagian Ketujuh
Sub Cinas Perdagatdgan

Fasal 250

Sub Dinas Perdagangan mempunyal fugas melaksanakan dan menyelenggarakan
bimbingan teknis terhadap pelaksanaan  kebljaksanaan  pembinaan dan
pengembangan perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri, melakukan
wrusan ke metrologian serta permantauan dan evaluasi keglatan di bidang usaha
perdagangan dan urusan kemeterclogian .

Pasal 260

Lntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 259, Sub Dinas

Ferdagangan mempuryal fungsi

a. pemusunan  petunjuk bimbingan  teknis dan pedoman  perrbinaan  kegiatan
perdagangan serta penviapan perijinan usaha perdagangan kecil, menengah dan
hesar serta kemeterologian |

b. pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengermbangan bimbingan usaha
dan sarana, perliindungan konsumen, perdagengen luar negen, perdagangan
dalam negeri pengadaan dan penyaluran berang dan [asa serta kegiatan promosi
dan iformasi ;

c. pelaksanaan bimbingan teknis kepada pengusaha dan reparatur alat-alat ubar,
takar, timbang dan perlengkapanmya ;

d. perberian |Zn pengembangan perluasan perdagangan, pendaftaran perusabman
dan peryajian Buku Daftar Perusabaan |
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e, pelaksanaan kerja sama maupun pengendalian persaingan usaha d bidang
usaha perdagangan baik antara Kabupaten/Kota malpun di lingkup Daerah ;

f pemartauan dan pengawasan pengacsan serta distribusi bahan-bahan pokok,

alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapaniya dan pengawasan

barang dalem keadaan terbungkus

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasl kebijaksanaan teknis d bidang usaha
perdagangan serta bidang kemetraogian |

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustnan,
Padagargandanﬂnpﬁaasmittgasmnmﬁw.

Pasal 261

Sub Dinas Perdagangan Terdin dari |
a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri |
b. Seksl Perdagangan Luar Negeri |
c. Seksl Meterclog.

Pasal 262

Seksl Perdagangan Dalam Negeri mempuryal tugas merrpersiapkan bahan-bahan
birbingan  teknis  terhadap  pelaksanaan kebijaksanaan  pembinaan dan

usahapa'dawndalmnegmmmumdsnmluasi
kegiatan dibidang Perdagangan Calam Negeri .

Pasal 263

Lntuk meryelenggarakan tugas sebagaimana drmaksud dalarm Pasal 282, Seksi

Perdagangan Dalam MNegeri mempunyal fungsi ©

a. pemyusunan petunjuk  bimbingan teknis dan pedoman pembinaan  kegiatan
perdagangan serta perylapan perijinan usaha perdagangan kedil, menengah dan
besar ;

sarana, periindungan konsumen, perdagangan dalam negeri, pengacaan dan
pemyaluran barang dan jasa serta kegiatan pramosl dan informasi |

¢. perizinan pengembangan pefiuasan perdagangan, pendaftaran perusahaan dan
peryajian Buku daftar Perusahaan ,

d. pelaksaraan kerasama maupun pengendalian persaingan usaha o bidang
perdagangan dalam negeni bailk antara Kabupaten/ota maupun di Ingkup
Daerah ;|

e, pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kebijaksanaan teknis d bidang usaha
perdagangan serta pengawasan pengadaan clar cistribusi bahan-bahan pokok |

f polaksaraan tugas-tugas lain yang dberkan  deh Kepala Sub Dinas
Perdagangan sesual tugas dan fungsinya .

Pasal 264

Seksl Perdagangan Luar Negeri mempunyai fugas mempersiapkan bahan-bahan
bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan  dan

usaha perdagangan luar negeri serta permantauan dan ewvaluasi
keglatan di bidang Perdagangan Luar Negeri |
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Pasal 265

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Seksl
Perdagangan Luar Negeri mempurtyai fungsi |
a. penyusuien petunjuk  bimbingan teknis dan  pedomen pembinaan keglatan
perdagangan luar negeri serta pemiapan perfinan ussha perdagangan luar
| '

neger |

b. pelaksanaan birbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor-impor
daerah dan kegiatan perdagangan uar negen |

c. pelaksaraan peningkatan kerjasama maupun pehgendalian usaha dl bidang
perdagangan luar negerl |

d. peleksanaan pemantavan dan  eveluasi  kebijaksanaan teknis di  bidang
perdagangan luar negeri |

e, pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan deh  Kepala Sub  Dimas
Ferdagangan sesual tugas dan fungsirya .

Fasal 266

Seksi Meterclogh mempunyal tugas melakukan urusan kemeterclogian berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksarsan monitering di bidang
kemeterclogian .

Fasal 267

Uik menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Seks

Meterclog rmernpuryal fungsd

a. permyusunan petunjuk bimbingan teknis dan pedoman perbinaan kegiatan
bicang kemeterclogian |

b, pelaksanaan perrbinaan teknis kepada pengusaha dan reparatur alat-alat ukur,
takar, timbang dan perlengikapaniya dan barang dalam keadaan terbunghkus |

c. pengeldaan standar ukur, cap, tanda tera dan sarana kermeterclogian lalnnya ;

d. pemerksaan, pengulan, peneraan dan tera uang alat-alat ukur, takar, timbang
dan perlengkapannya ;

e pelaksanaan monftoring penggunaan  alat-alat  ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya serta pengawasan barang dalam keadaan terburokus |

f pelksar@an tugas-tugas  Jein yang diberlkan oleh Kepala Sy Dinas
Perdagangan sesual tugas dan fungsinya.

B Badian Kedelapan
Sub Dinas Koperasi
Pasal 268

Sub Dinas Koperasi mempunyal tugas melaksanakan dan menyelenggarakan
peryiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan
teknis, pemberian birbingan kelembagaan, bimbingan usaha, proses pendinan,
permbubaran koperasi, perrberian bimbingan dan parrbinaan seria permantauan dan
evaluasl d bidang koperasi pertanian, non pertanian dan fasilitas perrblayaan can
simpan pinlam .
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Pasal 269

Untule menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Sub

Dinas Koperasi mempurwai fungsi ;

a. pemusunan rencana  dan program, bahan perurmusan  dan  penjabaran
kebijaksanaan teknis, perrberian bimbingan kelemrbagaan dan usaha proses
pendirian dan atau permbubaran koperasi di bidang pertanian dan non pertarian ;

b. pemyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan
teknis, permberian birmbingan kepada pengusaha kecil dan menengah di bickang
industr, perdagangan dan aneka usaha

C. peryiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksaan
teknik  dibidang penilaian perblayaan dan sirmpan pinjam, permodalan dan jasa
Keuangan |

d. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan terhadap koperasi pertanian, non
pertanian, serta bimbingan di bidang fasiltas! pembiayaan dan sirpan pinjam

€. peleksanaan pemrbinaan dan pengembangan usaha kecll di bidang produkst dan
pemasaran d dalam negeri maupun luar negeri, surberdaya manusia, teknclog
sefta pengembangan kemitraan |

f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengendalian di bidang koperasi
pertanian, non pertanian serta fasilitasl pemblayaan dan simpan pinjam

g pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebljaksanaan teknis di bidang koperasi
pertanian, koperasi non pertanian dan fasilitas! pemblayaan dan sirmpam pinjam ;

h, pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Keperasi sesuai tugas dan fungsinya.

FPasal 270

= Dinas Koperasi terdini dari ;

a. Seksi Koperasi Pertanian ;

b. Seksi Koperas! Non Pertanian ;

c. Seksi Fasllitasi Pembiayaan dan Sirmpan Finjam .

Fasal 271

Seksl Koperasl Pertanian mempunyal tugas melakukan pengumpuan, pengokaban
dan pemyiapan bahan perumusan dan penfabaran kebljakan teknik, rmelakukan
bimbingan kelermbagaan dan usaha, proses pendirlan dan atau pembubaran
koperasi di bidang koperasi pertanian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan .

Pasal 272

Uniuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimeksud dalam Pasal 271, Seksi

Koperasi Pertanian mempuryal fungsi |

a. perurusan rencana dan program penjabaran kebljakan teknik dl bidang koperast
pertanian |

b. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan teknis kelermbagaan dan
usaha proses pendirian atau pembubaran koperasi pertanian ;

€. pelaksanaan koordinasi, perrantauan dan pengendallan & bidang koperasi
pertanian ;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijaksanaan teknis di bidang koperasi
pertanian ;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Kepala Sub Dinas Koperasi
sesuai tugas dan fungsirya |
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Pasal 273

Seksi Keperasi MNon  Pertanian  mempunyai  tugas  melakukan pengurpulan,
pengciahan dan penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknik,
melakukan  bimbingan kelembagaan dan usaha, proses pendirlan dan  atau
permbubaran koperasi di bidang koperasi non pertanian serta evaluasi pelaksanaan

kegiatan .
Pasal 274

Untuk meryelenggarakan tugas sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 273, Seksi

Koperasi Non Pertanian menmpunyal fungs

A. perumusan rencana dan program, penjabaran kebijakan teknik di bidang koperasi
ron pertanian |

b. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan teknis kelermbagaan dan
usaha proses pendirian atau pembubaran kaperasi non pertanian

c. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengendalian di bidang koperasi non
pertanian ;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan teknis di bidang koperasi non
pertanian ;

€. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Kepala Sub Dines Koperasi
sesuai tugas dan fungsinya.

Fasal 275

Seksl Faslitasi Perrbiayaan dan Simpan Pirjam mempunval tugas melakukan
peryiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan
teknis, perrberian bimbingan d bidang fasilitasi pemblayaan dan simpan pinjam,
permadalan dan jasa keuangan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan,

Pasal 276

Uniuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, Seksi

Fasilitasi Perrbiayaan dan Simpan Pirjam mempunyai fungsi ;

a. perumusan rencana dan program, penjabaran kebiakan teknis d  bidang
penilaian pemblayaan dan sirmpan pirjam, permodalan dan jasa keuangan |

b.mﬂmmdanb&rﬁrwnkqmdapagmhakadlchnnm@hdm
industri, perdagangan dan koperasi serta bimbingan bidang fasfitasi permiiayaan
can simpan pinjam ;

c. mmmmqmmmmmmmm
pemasaran d dalam Megeri maupun luar Negerl, sumberdaya manusia, teknologi
serta pengembangan kemitraan ;

d. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengendalian di bidang fasilitasi
pembiayaan dan simpan pinjam ;

e pelaksanaan monitoring dan evaluasi  kebljakan teknis di bidang fasilitasi
pembiayaan dan simpan pinjan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Kepala Sub Dinas Koperasi
sesual tugas dan fungsinga .
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KEDUDUKAN, SUSUNAN OGANISAS], TUGAS POKOK DAN FLINGS!
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Bagian Fertama
Keduduican, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 277

Dinas Pendapatan Daerah adalah menupakan Uwsur Pelaksara Pemerintah Daerah
dibidang Pendapatan Daerah dipimpin cleh secrang Kepala yang berada dibawah
dan bertanggunglawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Pasal 278

Oinas Pendapatan Daerah mempunyai  (ugas melaksanakan  kewenangan
Pemerintah Dmerah dbidang Pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi |

Fasal 279

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Dinas

Pendapatan Daerah mempunyal fungsi .

a. perurusan kebijakan teknis, perrberian birmbingan dan pembinaan serta
koordinasi teknis dbidang Pendapatan Daerah |

b. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Telmis Ceerah dbidang Pendapatan
Daerah;

¢. pengembangan sumber-surmber pendapatan daerah |

d perdaftaran dan pendataan wajlb pajak dan wajib retribusi serta melakukan
penetapan besamya pajak daerah dan refribusi daerah |

s, penaghan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainya ;

f. pembukuan dan pelaporan atas pungutan dan peryetoran pajak daerah, retribusi
daerah serta pendapatan daerah lainmys |

g. pelaksansan pengawasan yang meliputi segala usata dan kegiatan untuk
melaksanakan pengamanan teknis atas tugasnya |

h. penvelenggaraan wrusan tata usaha yang meliputi segala kegiatan dibidang
urmum dan perlengiapan, kepegawaian dan keuangan |

| pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan deh Bupati sesuai tugas dan
fungsinya .

Bagian Kedua
Susunan Orgarisasi
Pasal 280
(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari .
a. Kepala
Bagian Tata Usaha
Sub Dinas Pajak

Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain

S Dinas Perencanaan, Pengendalian dan Permbukuan
Sub Bagian

Seksi

Kelompok Jabatan Fungsional

T mreanD
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| Lt Pelaksana Teknis Dinas { UFTD ).

(2) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas masing-masing dipimpin deh searang
Kepala Bagian dan Kepala Sub DOinas vyang berada dbawah dan
bertangoungiawab kepada Kepala Dinas ;

(3) Sub Bagian dipimpin deh seorang Kepala Sub Bagian vang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian |

(4) Seksi-seksl dipimpin cleh secrang Kepala Seksi yang berada dbawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas

(5) Kelompok jabatan Fungsional dipimpin oeh secrang pemangku  jabatan
Fungsional senior vang ditunjuk oleh Kepala Dinas ;

{§) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) tercantum pada lampiran Vil yang merupsekan baglan tak
terpisabkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Ketiga

Kepala
Pasal 281

Kepala Dinas mempunyal tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 dan Pasal 279 .

Bagian Keerrpat
Bagian Tata Usaha
Pasal 282

Bagian Tala Usaha mempunyal tuges melakukan urusan umum, kepegewsalan dan
Keuangan .

Pasal 283

Untuk menyelenggarakan tugas sebagalmans dimaksud dalam Pasal 282, Bagian

Tata Usaha mempumyai fungsi |

a. pelaksanaan surat memarat, kearsipan, perjalanan dinas dan urusan rumah
tangga |

b, pemyusunan rencana dan program, ketatalaksanaan serta perwusunan laporan ;

c. pengelclaan barang dan perlengkapan kantor |

d pengeldaan urusan kepegawalan |

e. pelaksanaan pengelclaan keuangan ;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan oeh Kepala Oinas Pendapatan
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya |

Pasal 2084

Bagian Tata Usaha terdin dari
a. Sub Bagian Umum ;

b. Sub Bagian Kepegawsian ;
e, Sub Bagian Keuangan .



Pasal 285

Sub Bagian Lirum mempunyal tugas mengurus surat menyurat, kearsipan, rumah
tangga serta urusan perlengkapan dan perjalanan dinas |

Pasal 286

Untuk relaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Sub Baglan
Lrrum memnpuryal fungsi

. Urusan administrasi perkartoran |

urusan perlengkapan serta perawatan ;

urusan rumah tangga dan perjalanan dinas |

pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan cleh Kepala Baglan Tata Usaha

sesual tugas dan fungsinya |

00 oo

Pasal 287

Sub Baglan Kepegawsian mefmpunyal tugas memdapkan bahan  penyusuran
rencana kebutuhan dan pengerbangan pegawal, mutasi pegawal serta mengurus
pengelotaan administrasi kepegawalan dan kesejahteraan pegawal .

Pasal 288

Untuic melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Sub Bagian

Kepegawaian mempunyai fungsi ;

8. peryusunan rencana kebutuhan pegawai dan mutasi pegawai |

D. pengeldaan administrasi kepegawaian ;

¢, peningkatan kualitas pegawai dan kesejahteraan pegawal;

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan deh Kepala Bagian Tata Usaha
sesual dengan tugas dan fungsinya .

Pasal 289

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memdapkan bahan rencana anggaran
belanja  dinas, melakikan penghitungan anggaran, verifikasl, mengurus
perbendaharaan dan administrasi keuangan .

Pasal 290

Keuangan mempunyai fungsi |

4. Peryusunan rencana anggaran belanja dinas ;

b. penghitungan anggaran dan melakukan pemmbukuan ;

c. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan verifikas |

d. pelaksanaan administrasi keuangan ;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha
sesual tugas dan fungsinya .



Bagian Kelima
Sub Cinas Pajak

Pasal 281

Sub Dinas Fajak mermpunyal tugas melaksanakan pendaftaran dan pendataan,
penetapan serta penagihan dan penvelesalan keberatan wajib pajak daerah dan

pendataan objek pajak daerah .
Paszal 292

Untuk memyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, Sub Cinas

Pajak mempuryal fungsi |

a, pendaftaran dan pendataan walib pajak dan objek pajak daerah serta pemeriksaan

lckasi lapangan atas tembusan surat dinas darl instans i

penstapan serta penagihan wajib pajak daerah |

penyelesaian keberatan atas penetapan besamya pajak daerah ;

penyanpeian Surat Permberitabuan Objek Pajak Pajak Buml dan Bangunan

(SPOF PBEE) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan

{SFFT PBB) serta menerima kembali Isian Surat Pemberitahuan Objek Fajak

Pajak Bumi dan Bangursan (SPOP PBEE) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Pajak Burri dan Bangunan {SPPT PBB) dari wajib pajak .

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberlkan oleh Kepala Dinas Pendapatan
Daerah sesuai tugas dan fungsinya .

Pasal 293

aoo

Sub Oinas Pajak terdinl dar

a. Seks Pendaftaran dan Pendataan

b. Seksl Penctapan |

c. Seksl Penagihan dan Peryelesaian Keberatan .

Fasal 204

Seksl Pendaftaran dan Pendataan mempuyval tugas  melaksanakan  kegiatan
pendafiaran dan pendataan wajib pajak daerah serta pendataan obiek pajak daerah
dan membaniu mefakukan pendataan objek dan subjek PBB yang dilaksanakan cleh
Dircktorat Jenderal Pajak dan melaksanakan administrasi pendaftaran dan pendataan
pajak daerah .

Pasal 295

Uniuk memyelenggarakan tugas sebagaimama dimaksud dalam Pasael 294, Seksi

Pendaftaran dan Pendataan mempuryai fungs |

a. pendaftaran wajib pajak daerah;

b. pelaksanaan pendataan, penghimpunan dan pengeldaan data cbyek dan suiryek
pajak ;

c. pemyusunan daftar induk wajib pajak dan permberlan kartu pengenal Nomar Pokok
VWajib Pajak Daerah { NPWPD ) ;

d pemwinmpanan surat perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran dan
pendataan;

2, pelaksaraan perrbantuan penyampalan Surat Permberitabuan Objek Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan (SPOF PBB) darl para Wallb Pajak kepada Kantor Pelavanan
Pajak Bumi dan Bangunan (KF PBB) ;
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f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan Kepala Sub Dinas Pajak sesual
tucas dan fungsinys .

Pasal 296G

Seksi Penetapan mempunyal tugas melaksanakan perhitungan dan penetapan
juriah pajak daerabh yang terutang, menghitung besarmya angsuran atas
permohonan wajib pajak serta menata usahakan jumiah ketetapan Pajak Bumi dan

Bangunan.

Pasal 207
Lintuk mevelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, Seksi
F'Ef'-etapanrrmp_wajﬁrgs:
a. perhitungan penstapan pajak |

b, perhitungan jumiah angsuran pemuncutan / pembayaran / peryetoran alas
permohonan wajlb pajak yang disetuju |

c. penerbitan dan pendstribusian serta pemimpanan arsip sural perpajakan yang
berkaitan dengan penetapan |

d. penerimaan Surat Pemberitahuan Pajek Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
(SPPT PEB) serta pendistribusian kepada para waijib pajak

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pajak
sesual tugas dan fungsinya .

Pasal 298

Seksi Penagihan dan Penyelesalan Keberatan mempunyai tugas melakukan
kegiatan penagihan dan melayani surat-surat keberatan serta surat permchonan
banding atas materi penetapan pajak serta meneruskan peryelesaian permohonan
banding ke Maielis Pertimbangan Pajak dan melekukan penagihan berdasarkan
Surat Pemberitabuan Pajak Terwtang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan yang

diirmpahkan kepada daerah, serta mengumpulkan dan mengelola data sumber-
surrber penerinmaan bagl hasil pajak dan bukan pajak .

Pasal 299

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimeksud dalam Pasal 208, Seksi

Penaghan dan Penyelesaian Keberatan mempuryal fungsi
penagihan pajak sesual dengan Ketentuan yang berlaku |

h. pelayanan keberatan dan pernchonan banding sesuai dengan batas
keweranganmya |

c. pengurpulan dan pengelclaan data surmber-sumber penerimaan bag hasil pajak
dan bukan pajak ;

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan oleh Kepala Sub Dinas Pajak sesuai
tugas dan fungsinya .

Bagian Keenam
Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-fain
Pasal 300
Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain mempuryai tugas melaksanakan

pendaftaran dan perciataan, penetapan serta penaghan dan penyelasaian
keberatan wajib retribusi daerah serta pendataan cbjek —objek retribusi ciaerah dan

pendapatan lain-lakn .
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Pasal 301

Lniuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Sub Dinas
Retribusi dan Pendapatan lain-lain mempunyai fungsi :

a. pendaftaran dan pendataan wajib retribusi dasrah serta perneriksaan Iokasl /
lapangan atas termbusan surat dinas dar instansi lain

petetapan dan penagihan terhadap wajib retribusi daﬁrah ;

penyelesaian keberatan atas penetapan besarmya wajib retribusi daerah
pengumpuian dan pengelolaan data sumber-sumber peneriraan lain-lain ;
pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan deh Kepala Dinas Pendapatan
Deersh sesual tugas dan fungsins |

Pasal 302

Tanoc

Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain terdrl dari :
a. Seksl Pendaftaran dan Pendataan |

b. Seksi Penstapan |

c. Seksi Penagihan dan Pervelesaian Keberatan .

Pasal 303

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mermpunyal tugas melaksanakan kegiatan
pendaftaran dan pendataan wajib retrbusi daerah dan pendapatan lain-lain,
pendataan cbyek retribusi daerah dan pendapatan lainlain serta melaksamakan
administrasi pendaftaran dan pendataan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain

Pasal 304

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303, Seksi

Pendaftaran dan Pendataan mempurnyal fungsl

a. pendaftaran wajib retribusi daerah dan pendapatan lainlain ;

b. pelaksanaan pendataan, penghimpunan dan pengolahan dala objek dan subjek
wajib retribusi dan pendapatan lain-lzin ;

C. pamyusunan daftar induk wajlb retribusi dan pendapatan lain-lain serta pemberian
kartu pengenal Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah { NPWRD ) ;

d. peryimpanan surat peretribusian dan pendapatan lain-lain yang berkaltan dengan
pendaftaran dan pendataan ;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan deh Kepala Sub Dinas Retribusi dan
Pendapatan lain-lain sesuai tugas dan fungsimnya .

Pazal 305

Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan dan penetapan jumiah
retribusi daerah dan pendapatan lain-lain .

Pasal 306

Untuk memyelenggarakan tugas sebagaimana dimeksud dalam Pasal 305, Seksl

F'Eaﬂapam mempuTyai fungsi
a. perhitungan penetapan retribusl daerah dan pendapatan lain-lain ;

I:.'-. perhitungan  jumlah  angsuran Mugtmv’penﬁayaran#pawu‘an atas
permohonan wajib retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang disetujui ;

c. penerbitan dan pendistribusian serta peryimpanan arsip surat peretribusian dan
pendapatan lain-iain yang berkaltan dengan penetapan ;

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Retribusi dan

Pendapatan lain-lain sesuai tugas dan fungsimya



Pasal 307

Seksi Penagihan dan Peryelesaian Keberatan mempuryai  tugas  melakukan
kegiatan penagihan dan meryelesaikan keberatan wajib retribusi serta melakukei

penagihan pendapatan lair-iain .
Pasal 208

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, Seksi

Pmagihandanpa'ryeieﬁaianlﬁeha'atmnﬁrmwaiﬁmgﬁ:

a. penarikan retribusi daerah dan pendapatan lair-lain sesual dengan ketentuan
yang berlaku |

b, pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan balas
kewenangaiimya ,

c. pengurmpulan dan pengelolaan data surber-sumber penerimaan retribusi daerah
dan pendapatan lain-iain ;

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Retribusi
dan Pendapatan lain-lain sesuai tugas dan fungsinya .

Bagian Ketujuh
=ub Cinas Perencanaan, Pengendalian dan Permbukuan
Pasal 308

Sub Dinas  Perencanaan, Wﬂmmnﬁth@s
mefaksarakan peryusunan  Tencana, permbinaan feknis pemungutan  pajak,
pengendalian, peningkatan serta pembukuan  dan  pelaporan atas pendapatan
daerah .

Pasal 210

Untuk mwmmt@ssmawmndmmmﬂmmm. Sub

Dinas Perencanaan, Pengendalian dan Perrbukuan mermpurnyai fungsi :

a.penytﬁumnremamdanpmgaﬂananpaﬂapatmchemth
intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pendapatan daerah ;

b. perrbinaan pelaksanaan tata kerja dan tata hubungan kerja ,

c. perrblnaan sarana dan prasarana perpalakan daerah, retribusi daerab, dan
pendapatan daerah lainnya |

d. pemyusuran rencana perbinaan teknis permunguian, pemantauan, pengendalian
dan peningkatan pendapatan daerah kepada semua unit kerja daerah yand
melaksanakan perungidan pendapatan daerah |

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan deh Kepala Dinas Pendapatan
Daersh sesual tugas dan fungsirya .

Pasal 311
Sub Diras Perencanaan, Pengencalian dan Pernbukuan terdir dari |

a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian |
b, Seksi Permbukuan dan Pelaporan .
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Pasal 312

Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyal tugas menyusun rencana dan
pengendalian pendapatan daerah, rencana intensifikasi dan  ekstensifikasi
pemungutan pendapatan daerah, melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja
serta tata hubungan kerja, pembinaan penggunaan sarana dan prasaran perpajakan
daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya -

Pasal 313

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Seks

Perencanaan dan Pengendalian mempurtyal fungsl |

a. pemyusunan rencana dan pengendalian pendapatan daerah dan rencana
intensifikasi permungutan pendapatan daerah ;

b. perbinaan pelaksanaan tata kerja dan tata hubungan kerja |

c. pembinaan penggunaan sarana prasarana perpajakan daerah, retribusl daerah
dan pendapatan daerah lalnmya ;

d. perencanaan, pengendalian dan perbukuan sesuai tugas dan fungsinya

e. pelaksanaan tugastugas lain yang dberikan oeh Kepala Sub Cinas
Perencanaan, Pengendalian dan Permbukuan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 314

Seksi Permbukuan dan Pelaporan mempuriyai tugas melaksanakan pembukuan dan
pelaporan mengenal realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah, retribusi
daerah serta pendapatan lain-lain dan Pajak Bumi dan Bangunan serta pengelalaan
benda berharga .

Pasal 315

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, Seksi

Pembukuan dan Pelaporan mempunyal fungss

a, pencatatan mengenal penstapan dan  penerimaan  darf  permungutan  /
perrbayaran / penyetoran pajak daerah, pendapatan lain dan PBB ;

b. pencatatan mengenal penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta
penerimaat) uang darl hasil pemungutan benda berharga |

c. peyiapan laporan reslisasi  penerimaan dan  tunggakan permungutan
pembayaran / penyetoran pajak daerah, relribusi daerah, pendapatan kairHialn
dan PBE serta realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan benda
berharga secara bulanan, trivulan dan tahunan ;

d. pelaksanaan tugastugas lain yang dberikan oeh Kepala Sub Dinas
Perencanaan, Pengendalian dan Pembukuan sesual tugas dan fungsinya

Bagian Kedelapan
Lint Pelaksanaan Teknis Dinas
Pasal 316

Linit Pelaksana Teknls Dinas Daerah terdirl dari :

a. Pasar Kawasan Bangsr, dengan wilayah kerja Kecamatan Kefing, Kerrbang,
Bangsri dan Mionggo ;

b. Pasar Kawasan Jepara, dengan wilayah kerja Kecamatan Jepara, Tahunan,
Kedung, Batealit dan Karimunjawa |

¢ Pasar Kawasan Pecangaan, dengan wilayah kefja Kecametan Pecangaan,
Kalimyamatan, Welahan, Mayong dan Nalumsari



(1)
(2}

i3

6%

FPasal 317

Unit Pelaksama Teknis Dinas dpimpin oeh sedrang kepala yvang berada

dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah;

Lnit Pelaksana Teknis Dinas mempunyal tugas melaksanekan tugas teknis

operasional dinas dbldang keamanan, ketertiban dan pengelclaan Pasar

Daerah;

Lintuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), LUnit

Petaksana Teknis Dinas mermpunyai fungsi |

a. pengelolaan pasar daerah ;

b. penertiban dan pengarmanan pasar daerah |

¢. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Kepala Cinas Pendapatan
Caerah sesuai tugas dan fungsinya .

BABKI;/

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POROK DAN FUNGS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN

Baglan Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Fasal 318

Dinas Pendidkan dan Kebudaysan mempuryai tugas melaksanakan kewenangan
ctonomi Daerah  dibidang Pendidkan dan Kebudayaan dalam rangka tugas
desertralisasi .

Pasal 319

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dmaksud dalam Pasal 318, Dines
Pendidikkan dan Kebudayaan mempunyal fungsi

=R

=3

TETTIQ hoon

m

perumusan kebljaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan dibidang
Pendidikan dan Kebudayaan ;

perencanaan teknis operasional dan pengembangan unsur-unsur Pendidikan dan
Kebudayaan ,

pelayanan perizinan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan ;

pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan |
peryelenggaraan pelayanan administratif dan ketatausahaan ;

petyusunan kurikulum muatan lokal |

pengadaan dan permbinaan sumber daya manusia kependidikan ;
peryelenggaraan dan pengawasan Pendidikan dan Kebudayaan ,

pengaturan dan fasilitas biaya pendicikan ;

penetapan kalender pendidikan ;

peryelenaggaraan dan penetapan sistem pendidikan dan kebudayaan ;

perbinaan permuda, dah raga serta museum dan purbakala, seni budaya,
penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, sejarah dan nilai-
nilai tracisional ;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberlkan oleh Bupatl sesual tugas dan
fundsinya
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 320
{1} %ﬁ‘g&rﬁm Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

Wakil Kepala
Bagian Tata Usaha
Sub Oinas Pendidikan Dasar
Sub Dinas Pendidikan Menengah
=ub Dimas Pendidkan Luar Sekalah, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan
Sub Dinas Tenaga Teknis dan Non Teknis
Sub Bagian
Seksi
Cabang Dinas
Linit Pelaksana Teknis Dinas (LIFTLD)
Ketompok Jabatan Fungsional |

{2) Bagian Tata Usaha dan Sub Diras masing-masing dpimpin deh seorang Kepala
Bagian dan Kepala Sub Dinas yang berada dbawah dan bertanggungawab
kepada Kepala Dinas ;

{3) Sub Baglan dipimpin cleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian |

(4) Sekg-seksi dipimpin deh seorang Kepala Seksi yvang berada dibawah dan
berfangounciawab kepada Kepala Sub Dinas ;

{9) Kelompok  Jabatan Fungsional dipimpin deh seorang pemangiu  jabatan
Fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas |

(6) Bagan Susunan organisasi Dinas Pendicikan dan Kebudaysan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada lampiran X, vang merupakan baglan
wang tidak terpisahkan danl Peraturan Daerah inl

m—FTCTQ@TeADD

Bagian Ketiga
Kepala
Pasal 321

Kepala Dinas memimpin dan bertanggungiawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 318 dan Pasal 319 .

Bagian keempal
Wakil Kepala

Pasal 322

Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas
sasual dengan kewenangan yang dilimpahkanmya .
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Pasal 323

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322, Waki
Kepala Dinas mempuryai fungsi .
a. koordnasi pelaksanaan tugas kerja sesual dengah kewenangan yand

dilirmpahkanya ;
b, pelaksaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian kelime
Bagian Tata Usaha

Pasal 324

{1} Bagian Tata Usaha adalah unsur perrbantu  pirmpinan dibidang  pelayanan
administrasi ketatausahaan ;

(2) Bagan Tata m&mnﬁﬂdehmamﬁq:alawghaachWMn
bertangoungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 326

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 325, Baglan

Tata Usaha mempuryal fungsd

3. koordinasi peryusunan program dan laporan dinas ;

b. penyelenggaraan surat memyarat,  kerumahtanggaan dan perjalanan dinas,
kearsipan |

c. pengeloiaan urusan kepegawaian, keuandgan dan cdokumentas |

d. pelaksaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan

Pasal 327
Bagian Tata Usatma terdini dari |
a. Sub Bagian Umumg
b. Sub Bagan Kepegawaian,
c. Sub Bagian Keuangan -
Fasal 328

Sub Bagian Umum merpuyal tugas melaksanakan wusan  surat-merurat,
dolumentasi, kerumahtanggaan, perjalaran dinas dan kearsipan serta pefyusunan
program dan laparan .
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Pasal 320

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimeksud dalam Pasal 328, Sub Bagian
Urnum mempunyai fungsi

perencansan program dan laporan dinas |

pengelclaan surat menyurat dan kearsipan |

pengelclaan  perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan urusan rumah
tangga,

pelaksanaan urusan perjalanan dinas ;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan deh Kepala Baglan Tala Usaha
sesual tugas dan fungsinya |
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Pasal 330

Sub Bagian Kepegawaian mempunyal tugas melaksanakan pengelclaan urusan
kepegawaian dan administrasi kepegawalan diras .

FPasal 331

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330, Sub Bagian

Kepegawaian mempunyal fungsi

a. pengelolaan administrasi kepegawaian ;

b. pengurusan rrutasi, dikiat dan kesejahteraan pegawai |

¢, pengurusan hak dan kewaliban pegawal |

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberlkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha
sesuai tugas dan fungsinya |

Pasal 332

Sub Bagian Keuangan mempunyal tugas melaksanakan pengelolsan  unusan
keuangan, administrasi keuangan dan perbendaharaan .

Pasal 333

Uniuk relaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Sub Bagan
Keuangan mempunyal fungsi

a. penyusunan anggaran dan belanja dinas |

b. pengeldlaan keuangan dinas ,

¢. pelaksanaan administrasi keuangan dan perbendaharaan |

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberlkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha

sesuni tugas dan fungsinya
Bagian Keenam

Sub Dinas Pendidikan Casar

Pasal 334

Sub Dinas Pendidikan Dasar mempuwal tugas menyelenggarakan dan membina
Taman Kanak-kanak Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama, sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama Terbuka, Usaha Wajib Belajar dan Sekolah Luar Biasa Tirgat
Dasar .
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FPasal 335

Lntuk memvelendgdgarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Sub Oinas

Pendidikan Dasar mermpuriyai fungsi |

a. peryelenggaraan pembinaan kurlkulum Taman Kanak-kanak, Sekdah Dasar,
Sekclah Lanjutan Pertarma dah Sekolah Luar Biasa |

b, perbinaan dan penguusan sarana dan prasarana pendidkan Taman Kanak-

kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah Luar Biasa dalam

proses belajar mengajar ¢

penetapan kalender pendidikan ;

pengaturan dan fasilitasi blaya pendidikan ;

pembinaan tenaga petdaljar |
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan deh Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan sesuai tugas dan fungsimya .
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Pasal 336

Sub Cinas Pedidikan Dasar terdirl dari ;
a, Seks Tarman Kanak-kanak dan Sekalah Dasar ;
b. Seksi Sekolah Lanjutan Pertama .

FPasal 337

Seksi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunal tugas mempersiapkan
balan-behan pemiinaan  kurkuum, kKalender pendidikan dan membina  tenaga
pengajar Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Luar Biasa .

Paszal 338

Uitk medaksanakan tugas sebagaimama dimaksud dalam Pasal 337, Seksl Taman
Kanak-kanak dan Sskalah Dasar mempuryal fungsl

peryusunan Kurloulum ;

peretapan kalender pendicikan

peminaan tenaga pendajar |

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Oinas Pendidikan
Dasar sesuai tugas dan fungsinya .
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Fasal 339

Seksl Sekdlah Lanjutan Pertama mempunyal tugas mempersiapkan bahan-bahan

pemrbinaan kurikulum, kalender pendidikan dan perbinaan teraga pengajar sekolah
larjutan Pertama .

Fasal 340

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339, Seksi Sekaolah
Lanjutan Pertarma mempunyai fungsi

. peryusuran kurlkulum ;

petmetapan kalender pen:idkan :

pembinaan tenaga pengajar ;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan deh Kepala Sub Dinas Pendidikan
Dasar sesual tugas dan fungsinya .
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Bagian Ketujuh
Sub Dinas Pendidikan Menengah

Pasal 341

Sub Dinas Pendidikan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan dan mermbing
sekolah Lanjutan Atas dan sekoah Menengah Kejuruan

Fasal 342

Lintuk menyelenggarakan tugas sehagaimana dimeksud dalam Pasal 341, Sub Dinas

Fendidikan Menengah mempuryai fungsi

8, pemyelenggaraan pembinaan kurikulum  sekciah lanjutan Alas dan Sekolah
Menengah kejurusn ;

b. pembinaan dan pengurusan sarana dan prasarana Sekolah Lanjutan Atas dan

Sekolah Menengalh Kejuruan dalam rangka proses belajar mengajar

penetapan kalender pendidikan ;

pengaturan dan fasilitasi biava pendicikan |

pemhinaan tenaga pengajar ;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan aleh Kepala Dinas Pendidkan dan

Kebudayaan sesuai tugas dan fungsinya.
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Pasal 343

Sub Dinas Pendidikan Menengah terdri darl :
a. Seksi Sekolah Lanjutan Alas.
b. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan .

Pasal 344

Seksi Sekolah Laniutan Atas (SLA) mermpumyai tugas melaksarakan permbinaan
kurikulum, pengelolaan sarana pendidikan, pengurusan ketenagaan dan kalender

pendidikan SLA. .
Fasal 345

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344, Seksl

Sekolah Lanjutan Atas mempuryal fungsl -

a. pemusunan pemblmaan Kurikuium ;

h. pelaksanaan pengurusan keta‘agam

c. pengeldaan sarana pendidikan;

d. penetapan kalender pendidikan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan oleh Kepala Sub Dinas Pendidikan
Menengah sesual tugas dan fungsinya.

Fasal 346

Seksi Sekolah Menengah Kejuruan mempunyal tugas melaksanakan pembinaan
kurllodum, pengurusan ketenagaan sekolah menengah Kejurusn dan swasta serta
pengeldaan sarana pendidikan dan kalender pendidikan |
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Pasal 347

Uniuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, Selsi

Sekotah Menengah Kejuruan mermpuryai fungs

a. pembiraan kudkulum SMK dan SMK swasta;

b. pengurusan ketenagaan |

c. pengeldaan sarana pendidikan |

d. penetapan kalender pendidikan |

e. pelaksanaan tugas{ugas lain yvang diberikan oeh Kepala Sub Dinas Pendidikan
Menengah sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Sub Oinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda,
Olah Raga dan Kebudayaan

Pasal 348

Sub Diras Penddikan Luar Sekolah, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan
mempuyai  tugas membina, dan mengurus  Keglatan Pendidikan  Luar  Sskolah,
Permuda, Olah Raga dan Kebudayaan |

Pasal 349

Lntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 347, Sub Cinas

Fendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan mempumyai fungsi :

. penyvelenggaraan Pembinaan kurikuium dan kegiatan pendidikan ;

pengurusan ketenagaan pendidikan |

pengelolaan sarana pendidkan |

perwvelenggaraan kegiatan yang bersifal administratf pada Sub Cinas Pendidikan
Luar Sekdah, Permuda, Olah Raga dan Kebudayaan |

perijfinan dan fasilitasl PLA |

pelaksanaan fugas-tugas lain yvang diberikan den Kepala Dinas Pendidikan dan
Fetwdayaan sesdal lugas dan fungsilys

apoo

W

Pasal 350

Sub Dinas Fendidikan Luar Sekdah | Permuda, Olah Raga dan Kebudayaan terdiri
dari -

a, Seksl Pendidikan Luar Sekolah |

b. Seksi Pemuda dan Olah Raga .

c. Seksl Seni Budaya dan Muskala ( Museum dan Purbakala )

Pasal 351

Seksl Pendidikan Luar Sekolah mempunyal tugas menmbina dan memantau keglatan
Pendidikan Luear Sekolah .
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Pasal 352

Untuk  menyelenggarakan tugas sebagaimana dirmeksud dalam Pasal 351, Seksi

Fendidikan Luar Sekolah mempunyai fungs |

2. pembinean program  kegiatan dan  kurkulum serta perrantavan  kegiatan
pendidikan luar sekdah ;

b. pengurusan ketenagaan pendidikan Luar Sekolah dalam proses belajar
mengajar ,

c. pengeldaan sarana penddikan Luar Sskolah |

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Kepala Sub Dinas Pendidikan
Luer Sekdah, Permuda, Olah Raga dan Kebudayaan sesuai tugas dan fungsirysa,

Pasal 353

Seksi Permuda dan Olah Raga mempunyal tugas melaksanakan pemrbinaan dan
pengermbangan generasi muda dan olah raga termasuk pembinaan kesiswaan, baik
di sekclah dan luar sekolah .

Fasal 354

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Seksi

Femuda dan Olah Raga mempuryai fungsi

a. pembinaan kegiatan pendicikan pemuda dan olah raga |

b. pembinaan dan pengurusan ketenagaan dalam rangka pelaksanaan perrbinaan
generasi mudsa |

c. pengembangan kegiatan oah raga |

d. pengelolaan sarana kegiatan pendidikan pernuda dan olah raga |

2. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan deh Kepala Sub Dinas Pendidikan
Luar Sekolah, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan sesual tugas dan fungsinya.

Fasal 355

Seksi Seni Budaya dan Museumn dan Purbakala (Muskala) mempunyal tugas
membing, mengembangkan, melestarkan dan mengurus kegiatan kesenian serta
muskala

Pasal 356

Uik menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355, Seksi
Seni Budaya dan Museum dan Purbakala {Muskala) mermpunyai fungsi

. pembinaan dan pengurusan kegiatan seni budaya serta museumn dan purbakala
pembinaan Mnmnmnkaemgammmmﬂmdan
purbakala |

pengeldaan sarana senl budaya serta museurn dan purbakala |

pemelinaraan muskala ;

pemealiharaan benda-benda bersejarah ;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan deh Kepala Sub Dinas Pendidikan
Luar Sekolah, Permuda, Olah Raga dan Kebudayaan sesuai tugas dan fungsirya
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Bagian Keserrbilan
Sub Cinas Teraga Teknis Dan MNon Teknis
Pasal 357

Sub Dinas Tenaga Teknls dan MNon Teknis mempuryal tugas melaksanakan
administrasi pengeldaan tenaga guru, pinpinan, penjaga sekcdah dan tenaga
administrasi yang meliputi  peningkatan dan  pengembangan  karer, mutas
kepegawaian, proses pengangkatan dan permberhentian |

Pasal 358

Untuk menyelenggarakan tugas sebagalimama dimaksud dalam Pasal 357, Sub Dinas

Tenaga Teknis dan Non Teknis mempunyal fungsi

a. pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentlan guru, pimpinan dan
penjaga sekclah serta tenaga administras ;

b. pembinaan dan pengembangan karier bag? qury, pimpinan danfatau Kepala
Sekolah serta Penjaga sekolah |

c. pelaksanaan tugas-tugas laln yang diberikan deh Kepala Cinas Pendidikan dan
Kebudayaan sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 3509

Sub Dinas Tenaga Teknls dan Non Teknis terdir dan ;
a. Seksi Kepangkatan Pegawai Edukeatif ;

b. Seksi Kepangkatan Pegawai Administras ;

c. Seksi Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai .

Pasal 360

Seksi Kepangkatan Pegawai Edukatif mempunyai tugas melakukan pencatatan dan
penerimaan serfa mempersiapkan pengangkatan, penempatan dan  pemindahan
pegawal edukatif

Pasal 361

Untuk menyelengoarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Seksi

Kepancgkatan Pegawal Edukatif mempunyai fungsi |

a. pemyelenggaraan pencatatan dan pemindaban pegawai eculkatif |

b. penyelenggaraan pengangkatan, penermpatan dan permindahan pegnwaj edukatif |

c. pefaksanaan kegiatan administratif dalam rangka kelancaran tugas seksi ;

d. peiaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan oeh Kepala Sub Cinas Tenaga
Teknis dan Non Teknis sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 362

Seksi kepangkatan Pegawal Administrasi mempunyai tugas mefakukan pencatatan
dan penenmaan serta mempersiapkan pengangkatan, penempatan dan perrindahan
pegawai administratif .

Pasal 363

Lntuk memyvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, Seksi

Kepangkatan Pegawai adminkstrasi mermpurmyal fungsi |
a. pencatatan dan penerimaan pegawsai administrasi ;
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b. pengancgkatan, penerimaan dan penempatan pegawal adirmistrasi ;

c. pelaksanaan keglatan administrasi dalam rangka ketancaran tugas seksi |

d. pelaksanaan tugas-tugas lain dar Kepala Sub Dinas Tenaga Teknis dan MNon
Teknis sesual tugas dan fungsinya .

Pasal 364

Seksi Perrberhentian dan Pemensiunan Pegawal mempuyai tugas mempersiapkan
permberhentian, pemensiunan dan perencanaan pengermbangan pegawal .

Pasal 365

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 264, Seksl

Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawal mempuyai fungsi |

a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan pengerbangan pegawali |

b. pelaksaraan perrberhertian dan persiunan pegawsi |

¢. peleksanaan kegiatan administratif dalam rangka kelancaran tugas seksi |

d. pelaksanaan tugas-tugas lain dari Kepala Sub Dinas Tenaga Teknis dan MNon
Teknis sesuai tugas dan fungsinyz.

Bagian Kesaspuluh
Cabang Dinas
Fasal 366

(1) Cabang Oinas pada Dinas Pendidkan dan Kebudaysan terdapat disetiap
Kecamatan .

{(2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dbewah dan
bertanggungawab kepada Kepala Dinas .

{3) Cabang Diras mempuyai fugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
diwilayahrya .

(4) Untuk meleksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Cabang
Dinas menputyal fungsi |
a. pelayanan umum dibidangnya ;
b. pelaksanaan teknis dibidangmya ;
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan cleh Kepala Dmas sesuai
tugas dan fungsirya .

Bagian Kesebelas
Liit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 367

{1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mellputi -
a. SLTP terdin dari
1. SLTP Mec=ri 1 karimunjawa,

SLL 7 Negeri 1 Keling;

SLTF Megeri 2 Keling,

SLTP Negeri 3 Keling,;

SLTF Negeri 1 Bangsri;

SLTP Negeri 2 Bangsri;

SLTP Megeri 3 Bangsri;
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B, SLTP Negeri 4 Bangsri;

9 SLTP Negeri 1 Mongge,
10. SLTP Negeri 2 Mionggo,
11. SLTP Negeri 3 Monggo;
12. 5LTP Negeri 1 Jepara,
13.5LTP Negeri 2 Jepara,

14. SLTP Negeri 3 Jepara;
15.SLTP Negeri 4 Jepara;

16. SLTP Negeri 5 Jepara;
17.SLTF Negeri 6 Jepara,

18. SLTP Negeri 7 Jepara,
19. 5L TP Negeri 1 Bateslit;
20.SLTF Negeri 1 Kedung,
21. 3LTP Neger 2 Kedung,
22. SLTP Negeri 1 Pecangaan,
23.5LTF Negerl 2 Pecangaan;
24_SLTP MNegeri 3 Pecangaan,
25. 5L TP Negeri 1 Walahan,
26, S5LTP Negeri 2 Welahan,
27.5LTP Negeri 1 Mayong,
28.5LTF MNegeri 2 mayong;

29, SLTP Negeri 3 Mayong;
30. SLTF Negeri 1 Nalumsar.

b, SLTAterdn dari:

. SMU Negeri 1 Keling,;
SML Negeri 1 Bangsri;
SMU Neger 1 Jepara;
SMU Negeri 2 Jepara,
SMU MNegeri 1 Pecangaan,
SMU Negerl 1 Welahan,
SMU Negerl 1 Mayong.

c. SMKterdir darn :
1. SMK Neger 1 Jepara,
2. SMK MNegeri 2 Jepara,
3. SMK MNegeri 3 Jepara.

d. Sanggar Kegiatan Baiajar ( SKB ) .
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{2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin deh seorang Kepala yang berada dibawah
dan bertangguncjawah kepada Kepala [inas .

(3)yUnit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan tugas Teknik Operasional Dinas
cibidang Pendidikan Dasar, Menengah dan Kejuruan .

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Uni
Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

. pengedciaan Sekdah ;

pelaksaraan pa‘nga;arm arak didk

pehanaman kebudayaan kepada anak dicik ;

peningkatan iimu dan teknolog |

pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan oleh Kepala DOinas sesumi

tugas dan fungsinya .

Tap T
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KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAMISAS], TUGAS POKOK DAN FUNGS!
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Pertarma
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Fasal 368

Dinas Kelautan dan Perikanan adalah merupakan ursir pelaksana  Pemerintab
Dmerah di bidang Kelautan dan Perikanan dipimpin deh seorang Kepala vang berada
dibawah dan bertanggungiawab kepada Bupatl melalui Sekretaris Daeral .

Pasal 369

Cinas Kelatan dan Perkanan mermpuyvai tugas melaksanakan kewenangan
clonomi daerah di bidang Kelautan dan Perikanan dalam rangka pelaksanaan tugas
desentralisasi,

Fasal 370

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389, Dinas

Kelautan dan Perikanan menrpumyai fungs! |
a. perumusan kebljakan umum dan tekmis df bidang pengelclaan, pemarfaatan
wilayah dan sumberdaya laut dan perikanan;

pelaksanaan pembinaan umum dan teknis d bidang Kelautan dan perikanan;
eksplarasi, eksploitasi, konservasl dan pengelolaan kekayaan perikanan;

konservasi dan pengelclaan plasma nuftah spesifik sebatas wilayah lawt daerah;
periziran dibidang kelautan dan perikanan,

pengeldaan Pangkalan Pendaratan lkan (PP dan pasar kan;

pengawasan standar teknis kapal perikanan;

penvelenggaraan permyuluban;

pengelclaan urusan ketatausahaan,

pelaksanaan tugastugas laln yang diberikan cleh Bupati sesusi tugas dan
fungsinya
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 371

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdri dari
- Kepala |

Bagian Tata Usaha ;

Sub Dinas Kelauwtan ;

b Dinas Perikarmnan |

b Baglan |

Seksl ;

Cabang Dinas ;

Linit Pelaksana Tebnis Dinas |

Kelompok Jabatan Fungsional .

(2) Baglan Tata Usaha dan Sub Dinas masing-masing dipimpin cleh secrang Kepala
yang berada di bawah dan bertangaungjawab kepada Kepala Dinas.
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(3} Sub Bagian dipimpin dleh seorang Kepala Sub Baglan yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian .

(4] Seksi-seksl rrasing-rmasing dpimpin ceh seorang Kepala Seksl yang berads
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Oinas .

(5) Kelompok jabatan fungsional dipimpin deh seorang pemangku  jabatan
fungsional senior yvang ditunjuk deh Kepala Dinas .

(6) Bagan Susunan Organisasl Diras Kedautan dan Perlkanan  sebagaimans
dimaksud dalam ayat {1) terdapat pada Lampiran X, yang merupakan baglan
yvang tidak terpisablkan dar Peraturan Deerahini |

Bagian Ketlga

Kepala
Pasal 372

Kepala Cinas mermpuryal tugas memimpin dan bertangguncfewaly atas pelaksaraan
tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perlkanan sebagalmmana dimaksud dalam Pasal
369, dan 370

Bagian Keempat
Bagian Tata Lsaha

Pasal 373

Bagian Tata Usaha merupakan unsur permbantu Kepala Dines dalem  bldang
pelayvatan administrasi |

Pasal 374

Bagiasn Tata Usaha mempunyal tugas melaksanakan kKegiatan surel  metyurat,
perjalanan  dinas, perlengkapan, kepegawalan, keuangan, pemeliharaan  dan
pPemsUInEn program .

Pasal 375

Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, Bagian

Tata Usaha mempursyal fungsi

a. Koordinas! peryusunan program dan laporan dirms |

b, perwelenggaraan surat memyurat, kKerumebtanggaan dan  perjalanan  dinas,
kearsipan ;

£, pengelolaan urusan kepegawsaian, keuangan dan dokumentasi ;

d pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan deh Kepala Dinas sesual tugas dan
fungssirtya.

Pasal 376

Bagian Tata Usaha terdin dari
a. Sub Bagian Umum

b. Sub Bagian Kepegawaian
c. Sub Bagian Keuangan
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Pasal 377

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan  surat-menyurat,
dokumentasi, kerumahtanggaan, perjalanan dinas dan kearsipan serta peryusunan
program dan laporarn .

Pasal 378

Lntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377, Sub Bagan
Lmum mennpuryal fungsi

. perencanaan program dan laporan dinas |

pengeiclaan surat menyurat dan kearman

pengelolaan perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan wusan rumah
tangga;

pelaksanaan urusan perjalanan dinas |

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan deh Kepala Bagian Tata Usaha

sesuai tugas dan fungsinya ;
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Pasal 379

Sub Bagian Kepegawalan mempunyal tugas melaksanakan pengelclaan urusan
kepegawaian dan administrasi kepegawaian dinas .

Pasal 380

Lntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Sub Bagian

Kepegawaian mempuriyai fungsi

a. pengeloaan administrasi kepegawaian ;

b. pengurusan mutasi, diklat dan kesejahteraan pegawal |

C. pengurusan hak dan kewajiban pegawal |

d. pelaksanaan tugastugas lain yang dberikan cdeh Kepala Bagan Tata Usaha
sesual tugas dan fungsina .

FPasal 381

Sub Bagian Keuangan mempumyal tugas melaksanakan pengelolaan  wrusan
keuangan, administrasi keuangan dan perbendaharaan

Pasal 382

Untuk rmelaksanakan tugas sebagaimana dmaksud dalam Pasal 381, Sub Bagian

Keuangan mempunyal fungsi :

a. peryusunan anggaran dan belanja dinas |

b. pengelclaan Keuangan dinas |

C. pelaksanaan administrasi keuangan dan perbendaharaan |

d. peiaksanaan tugas-tugas lain yang diberiken oleh Kepala Bagian Tata Usaha
sesual tugas dan fungsinya |
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Bagian Kelima
Sub Dinas Kelautan

Pasal 283

Sub Dinas Kelautan mempunyal tugas merencanakan, mengkoordinasikan,
mernyelenggarakan dan mefasilitasi perbinaan peningkatan produksi, rmanajemen
dan usaha tani nefayan, pembercayaan prasarana dan sarana kelautan, usaha
eksplorasi dan ekplotasl sumber daya laut, konsenasl, pengeldaan kekayaan laut
dan mengendalikan kegiatan di bidang kelautan .

Pasal 384

Lintuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Sub Dinas
Kelautan rmesmpunyai fungsi -

perencanaan peningkatan produksi komoditas kelautan ;

permbinaan dan bimbingan sumberdaya manusia kalal.tan

periznan usaha dan pembinaan manajemen usaha tani r‘reanEn ;

pelaksanaan pengermbangan dan pengelciaan sarara dan prasarana kelautan ;
pengeldaan, eksplorasi dan ekploitas! serta konsernvasi sumber daya laut
daerah ;

pelaksanaan penerapan dan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana
kelautan ;

pelaksanaan pembinaan dan pengermbangan kelornpok tan nelayean ;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan ceh Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan sesuai tugas dan fungsinya.

PAaDTW

=

FQ

Pasal 385

Sub Dinas Kelautan terdin dari -

a. Seksi Bksplorasi dan Besploitasi ;
b. Seksi Konsenvas ;

c. eksl Pengeldaan Kekayaan Laut.

Pasal 386

Seksi Eksplorasi dan Bkpicitasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, uicoba
dan pengembangan sumberdaya dan teknolog  kelautan, melaksanakan
pengermbangan permanfaatan sumberdaya kelautan serta perrberdayaan pulau-
pulau kecll dan pesisir pantai.

Pasal 387

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386, Seksi

E-cﬂ:mraa dan Eksploltasi menpunyai fungsi
pelaksanaan kegatan eksplorasi berupa survey, pemetaan dan evaluas)
cadangan sumber meneral, energi laut dan sumber daya kelautan ;

b. peleksanaan kegiatan ekspicitasi berupa pemanfaatan /  pengelolaan
pengambilan sumber daya mineral, pertarrbangan dan energi laut dan sumber
daya hayati kelautan ;

c. pelaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan eksploitasi surrber daya
mineral, pertambangan, energl kelautan serta pemanfaatan ruang laut ;

d. pelaksanaan pengembangan pemanfaatan sumber daya kelautan ;

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian reklamasi pantai ;
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f pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kelautan
sesual tugas dan fungsinya.

surmberdaya perikanan dan kelautan .

Fasal 289

Uniuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Seksi

Konservasi mermpunyal fungsi

a. pelaksanaan  nventarisasi, iderkifikasi, pengawasan dan periindungan
sumberdaya laut lingkungan |

b, pelaksanaan pelestarian wilayah pesisir, hutan bakau, terumiu karang dan
irteraksimya ;

e, melsksanakan iventarisasi, ideriivikasi, pembinaan dan perlindungan plasmsa
nitfah specifik lokal serta suaka perikanan |

d pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Kepala Sub Dinas Kelautan

sestal tugas dan fungsinya
Pasal 380

Seksl  Pengelolaan  Kekayaan  Laut merputyal | tugas  merencanakan,
memyelenggarakan dan mengendallkan kegiatar pengeldaan surrberdaya |aut.

Pasal 391

Lntuk rmemyelenggarakan tugas sebagalmana dimeksud dalam Pasal 390, Seksi

Pergeloiaan Kekayaan Laut mermpurnysl fungsi -

a. pelaksanaan imventarisasi dan idertifikas kekayaan laut |

b. marumuskan petunjuk tekris pengelolaan kekayaan |aut ;

c. melaksanakan pembinaan, pengendalian,  pengawasan pendayagunaan
kekayaan lawt ;

d melaksanakan pengeldiaan hkekayaan laut termasuk  permanfaatan  benda

berharga yang ada didalarmmya |
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan deh Kepala Sub Dinas Kelautan

sesual tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam
Sub Dinas Perikanan
Pasal 392

cub Dinas Perikanan merpuya tugas  melaksanakan  pengkajian teknolog,

pembinaan, pengembangan dan pengendalian produksi, buddaya, penangkapan
dan bina usaha serta pasca panen dan penyediaan sarana prasarana perikanan.

Pasal 383

Untuk relaksanakan tugas sebagaimana dinmaksud dalam Pasal 392, Sub Dinas

Perikanan mempuryai fungsi |

a, pelaksanaan pengkajlan teknclod |

b. pelaksanaan Imventarisasi  iderthikas, perrhinaan,  pengerrbangan  dan
pengendalian budidaya, permbenihan dan penangkapan {kan ;
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c. pelaksanaan imentarisasi, identifikasi, pengembangan, rehabilitasi dan
petediaan sarana dan prasarana perfkanan |

d. pelaksanaan bimbingan permodalan dan Kefjasama usaha perkkanan serta
teknclog penanganan pengalahan hasil perikanan dan pengawasan muty |

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan deh Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan sesual dengan tugas dan fungsinya,

Pasal 394

S Dinas Perikanan terdiri dari

a. Seksi Bina Usaha dan Pasca Panen ;

b, Seksi Teknolog Produksi, Budidaya dan Perangkapan |
c. Seksi Sarana dan Prasarana Perlkanan |

FPasal 385

Sekel HBina Usaha dan Pasca Panen mempunyal tugas  merencanakan,
mengorganisasikan, memvelenggarakan dan  mengendalikan  kegiatan  bimbingan
usaha perikanan, bina mutu dan pemasaran hasil serta perijinan dan kemitraan usaha,

Fasal 396

Untuk menvelenggarakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 385, Seksl Bina
Usaha dan Fasca Panen mempuryal fungsi

pelaksanaan analisis usaha perikanan dan anallsa pasar |

pembinbingan permodalan dan kerja sama usaha |

petgentangan pemasaran hasll perikanan |

pelaksanaan bimbingan teknologi, penanganan dan pengalahan hasil perikanan |
pembinaan dan pengawasan mutu produk dan tenaga perikanan ;

pelaksanaan [ugas-tugas lain yang diberikan deh Kepala Sub Oinas Ferkanan
sesual tugas dan fungsinya.

o ob oo

Pasal 397

Seksl Telnoog FProduksi, Budidaya dan Penangkapan mempuyai  tugas
melaksanakan penerapan teknologl anjuran,  mengembangkan budidaya dan
perrbeninan  perikanan, mengembangken usaha penangkapan serta permbinaan
kKetrampilan usaha penangkapan ikan .

Pasal 358

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirraksud dalam Pasal 395, Seksi Teknologi

Produksi, Budidaya dan Penanglkapan mermpunyal fungsi .

a. pengkajlan teknclogi dalam rangka penerapan teknologi anjuran ;

b.  pelaksanman Imventarisasl, identikasl, permbinaan pengermbangan, pengendalian
budidaya dan pembenihan serta pengendalian terhadap pelaksanaan
perrberantasan peryakit ikan dan eradiksi peryakit ikan ,

c. pelaksanaan inventarsasi, |dentivkasi dan penyediaan kebutuhan  untuk
desiminasi tekhnologl perikanan ,

d  pelaksanaan  invertarisas),  |dentifikasi, pembinean, pengembangan dan
pengendalian penangkapan .



86

Pasal 399

Seksi Sarana dan  Prasarana  Perikanan mempunyai  tugas  mefaksanakan
pengermbangan dan pengeldaan sarana dan prasarana perkanan.

Fasal 400

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 399, Selsi

Sarara dan Prasarana Perikanan mermpurtyal fungsi |

a. pelaksanaan invertarisasi dan identifikasl ;

b, polsksanaan perurusan  perrbinaan  pengelolasn  sarana  dan  prasarana
perikanan ;

c. pelaksanaan [rventarisasi, identifikasi,. penyediaan dan distribusi  kebutuhan
sarana dan prasarana perikanan;

d pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan cleh Kepala Sub Cinas Perlkanan
sesual tugas dan fungsinya,

Bagian Ketujuh
Cabang Cinas
Pasal 401
(1) Cabang Dinas pack Dinas Kelautan dan Perlkanan terdapat d Karmurjawa.

(2)Cabang Dinas di pimpin cdeh seorang Kepala yang berada d bawah dan
bertanggungiawab kepada Kepala Dinas,

(3) Cabang Dinas melaksanakan sebagian tugas Cinas di wilayahiya masing-rrasing.
Bagian Kedelapan
Pasal 402
Unit Pelaksana Teknis Dinas

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas di Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Balai Benih
lkan Pecangaan ;

(2) Unit Pelaksana Teknls Dinas dipimpin oleh secrang kepala yang berada dibawah
dan bertanggungjawah kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perlkanan,

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempumyai tugas melaksanakan sebagian tugas
teknls Dinas Kelautan dan Perikanan dan kebljakan teknis, operasional serta
budicaya kan ;

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Unit Pelaksana
Teknis Dinas mempuryai fungsi

peryusunan rencana teknis operasional permbenihan dan budidaya ikan;

pelaksanaan kebijakan teknis permbenihan dan budidaya lkan;

pelaksanaan fasilitasi teknis unit pemmbenihan dan budidaya ikan milik rakyat;

penyedaan benih dan calon induk ikan unggul;

pelaksanaan kali terap tekhnalogi baru perrbenihan dan budidaya ikan;

peryediaan dan penebaran benih lkan di perairan umuamy,

pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit ikan,
pelaksanaan sertifikasi benih dan Induk ikan unggd,

@ RO Tw
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I pengkajian dan analisis teknls operasional perrbenihan dan pengembangan
budicaya ikan;

}- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan ocleh Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan sesuai tugas dan fungsinya.

BAE Xl L"//

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Fasal 403

Kelompok Jabatan Fungsional yang terdapat pada Dinas Daerah mermpurwal tugas
sesuai dengan bldang keahiian dan kebutuhan Dinas yang bersangitan .

Pasal 404

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dmaksud dalam Pasal 403, terdin
dari sejumiah tenaga ahll dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesual keahllanmys |

{2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin
cleh seorang tenaga fungsiomal senior yang ditunjiuk oeh Pejabat  yvang
berwenang dan bertanggungiawab Kepada Kepala Dinas .

{3) Jumiah Jabatan Fungsional sebagalmana dimaeksud dalam ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .

{4) Jenis Jenjang Jabatan Fungslonal sebadgalmana dimaksud dalam ayat (1) diatur
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undandgan yang bertaku

BAR X X |/
TATA KERJA

Pasal 405

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok
Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah wajlb menerapkan prinsip-pronsip koordinasi,
Itegrasl dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-rmasing maupun  antar
satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Pasal 406
Setiap pirmpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahanmya masingHmasing dan
bila terjadi pemyimpangan agar rmengambil langkah-langkah yang diperiukan sesual
dengan peraluran perundang-undangan yang berlaku .

Fasal 407

Setiap pimpinan satuan  organisasi bertanggungjawaty  memirmpin dan
menckoordinasikan  bawahan masing-masing dan  memberikan  bimbingan  serta
petunjus bagl pelaksanaan tugas bawahanmya |
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Pasal 408
Setiap Firpinan Satuan organisasi wajib menglkuti dan mematull petunjuk dan
bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan memyiapkan laporan berkala
tepat pada waktunva .

Pasal 409

Setiap Laporan yang diterima cieh pimpinan satuan organisasi dan
wajlb dicleh dan dipergunakan sebagai bahan untuk pemyusunan laporan leblh lanjut
dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahanmya

Pasal 410

Dalam meryampalkan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan
wajlb disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
menrplrysl hubincan Kesja .

Pazal 411
Dalam melaksanakan tugasmya setiap pimplnan satuan organisasi dibantu oleh
satuan organisasl dbawahiya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahan rmasing-masing, wajib rmengadakan rapat berkala |
BAB X~ MU/
KEPEGAWAIAN

Pasal 412

Jerjang Jabatan, kepangkatan, susunan kepegawalan dan pengangkatan dalam
jabatan ditentukan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
BAB Jar >\
KETENTUAN LAIMN-LAIN
Fasal 413

Rincian atau Uraian tugas setiap jabatan akan dietapkan kemudan dengan
Keputusan Bupat! berdasarkan Analisis Jabatan .

BAB X1 XU/ /¢
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 414
Dengan berlakunmya Peraturan Daerah ink meka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

dan peraturan pelaksanaan o bidang kelembagaan Perangkat Daerah dinyatakan
tidkak bertaku.
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Fasal 415
Pelaksanaan lebih lanjut darl Peraturan Deerah ini ditetapkan cleh Bupali sesuni

Peraturan Daerah ini mulai berfalu pada tanggal diundangkan .

Agar setisp orang mengetabuinya, memerintabkan pengundancan Keputusan Bupati
Inl dengan penermmpatan dalam Lembaran Daerah .

Critetapkan d : Jepara
Pada tanggal . 28 Oktcber 2002

AT J

HENDRO MARTOUC

Dundangkan of Jepara
pada tanggal 28 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEFARA,

b

oré_SOETEDUO
Pembina Tk.|

NP, 500040362

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2002 NOMOR 23
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PEMNJELASAN
ATAS

FERATURAN DAERAH KABURATEN JEFARA,
NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSLUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSH
DINAS DAERAH KABLUPATEN JEPARA,
. PEMJELASAN UMUM

Sshubungan dengan diterbitkanmva Undangrundang Nomor 22 Tahwun
1999 iertang Pemeriniahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84
Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasl Perangkat Deerah, maka periu
diaksanakan penyesusian-penyesuaian terhadap kelembagaan daerah dengan
menctapkan pembentukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas
Daerah.

Il. PENJELASAN PASAL DEMI FASAL

Pasal 1 s/d 416 culup jefas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2002 NOMOR 9
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